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Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banjarnegara. Tingginya angka KDRT menunjukkan perlunya pola penyelesaian hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban. Salah satu pendekatan yang kini dikedepankan adalah restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT di Polres Banjarnegara serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta ditunjang dengan dokumentasi dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis untuk menghubungkan praktik empiris dengan kerangka hukum positif dan hukum Islam.
Implementasi penanganan kasus KDRT melalui restorative justice di Polres Banjarnegara secara normatif telah berlandaskan pada aturan yang berlaku, seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT di Polres Banjarnegara menghadapi problematika, seperti lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, tidak adanya pedoman teknis, dan dominannya budaya patriarkal. Hal ini dapat mengabaikan hak-hak korban dan menciptakan situasi reviktimisasi. Dalam perspektif hukum Islam, restorative justice harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional, dengan menekankan keadilan substantif, pemulihan korban, dan penghentian kekerasan. pendekatan restorative justice dapat sejalan dengan prinsip ishlah (perdamaian) dalam hukum Islam, sepanjang pelaksanaannya tidak mengabaikan hak-hak korban dan tetap menegakkan keadilan yang melindungi pihak yang lemah.
								
Kata Kunci: Restorative Justice, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perempuan dan Anak, Hukum Islam
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“Bersyukur dalam proses, berdoa dalam setiap langkah, dan berjuang tanpa kenal menyerah."
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Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.
1. Konsonan Tunggal

	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	ا
	Alif
	tidak dilambangkan
	tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	Be

	ت
	Ta
	T
	Te

	ث
	Ṡa
	Ṡ
	Es (dengan titik di atas)

	ج
	Jim
	J
	Je

	ح
	Ḥa
	ḥ
	Ha (dengan titik di bawah)

	خ
	Kha
	Kh
	Ka dan Ha

	د
	Dal
	D
	De

	ذ
	Żal
	Ż
	Zet (dengan titik di atas)

	ر
	Ra
	R
	Er

	ز
	Zai
	Z
	Zet

	س
	Sin
	S
	Es

	ش
	Syin
	Sy
	Es dan Ye

	ص
	Ṣad
	Ṣ
	Es (dengan titik di bawah)

	ض
	Ḍad
	Ḍ
	De (dengan titik di bawah)

	ط
	Ṭa
	Ṭ
	Te (dengan titik di bawah)

	ظ
	Ẓa
	Ẓ
	Zet (dengan titik di

	
	
	
	bawah)

	ع
	Ain
	…. ‘….
	koma terbalik di atas

	غ
	Gain
	G
	Ge

	ف
	Fa
	F
	Ef

	ق
	Qaf
	Q
	Ki

	ك
	Kaf
	K
	Ka

	ل
	Lam
	L
	El

	م
	Mim
	M
	Em

	ن
	Nun
	N
	En

	و
	Wau
	W
	We

	ه
	Ha
	H
	Ha

	ء
	Hamzah
	'
	Apostrof

	ي
	Ya
	Y’
	Ye



2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap
	
	متعددة
	Ditulis
	Muta’addidah

	عدة
	Ditulis
	‘iddah



3. Ta’ marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h
	
	حكمة
	Ditulis
	Hikmah

	جزية
	Ditulis
	Jizyah



(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.
a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.
	كرامة االولياء
	Ditulis
	Karomah al-auliya’



b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, fathah atau kasroh atau dhammah
ditulis dengan

	زكاة الفطر
	Ditulis
	Zakat al-fitr



4. Vokal pendek

	َ´
	Fathah
	A

	َ¸
	Kasroh
	I

	َ˚
	Dhammah
	U



5. Vokal panjang

	1
	Fathah + alif
	Ditulis
	A

	
	جاهلية
	Ditulis
	Jahiliyah

	2
	Fathah + ya’mati
	Ditulis
	A

	
	تنس
	Ditulis
	Tansa

	3
	Kasrah + ya’ mati
	Ditulis
	I

	
	كريم
	Ditulis
	Karim

	4
	Dammah + wawu mati
	Ditulis
	U

	
	فروض
	Ditulis
	Furud



6. Vokal rangkap
	
	1
	Fathah + ya’
	Ditulis
	Ai

	
	بينكم
	Ditulis
	Bainakum

	2
	Fathah + wawu mati
	Ditulis
	Au

	
	قول
	Ditulis
	Qaul



7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposttrof
	أأنتم
	Ditulis
	a’antum

	أعدت
	Ditulis
	u’iddat

	لئن شكرتم
	Ditulis
	la’in syakartum



8. Kata sandang alif+lam

c. Bila diikuti huruf qomariyah

	القران
	Ditulis
	al-qur’an

	القياس
	Ditulis
	al-qiyas



d. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya
	السماء
	Ditulis
	As-sama

	الشمس
	Ditulis
	Asy-syams



9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
	
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

	ذوى الفروض
	Ditulis
	Zawi al-furud

	اهل السنة
	Ditulis
	Ahl as-sunah
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Restorative Justice : Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab pelaku, melalui dialog atau mediasi di luar pengadilan.
KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran terhadap anggota keluarga. UU PKDRT : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Unit PPA : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, bagian dari kepolisian yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Reviktimisasi : Kondisi ketika korban kembali menjadi korban akibat proses hukum atau penyelesaian yang tidak berpihak pada korban.
Budaya Patriarki : Sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan sehingga perempuan sering diposisikan lemah dan rentan mengalami kekerasan.
Ishlah : Konsep perdamaian dalam hukum Islam yang menekankan penyelesaian konflik secara adil, damai, dan melindungi pihak yang lemah.
Jinayah : Istilah dalam hukum Islam untuk tindak pidana atau pelanggaran syariat, baik menyangkut jiwa, harta, maupun kehormatan.
Mediasi Penal : Mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai.
ADR (Alternative Dispute Resolution) : Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase.
HAM : Hak Asasi Manusia, yaitu hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi.
SDM : Sumber Daya Manusia, potensi individu yang dapat dikembangkan untuk mendukung keberlangsungan hidup, organisasi, maupun negara.
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1. Surat izin Observasi dari Fakultas
2. Pedoman Wawancara
3. Hasil Wawancara
4. Dokumentasi 
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A. [bookmark: _Toc208211513][bookmark: _Toc208272840][bookmark: _Toc210110657][bookmark: _Toc219183637]Latar Belakang Masalah
Keharmonisan dan kerukunan dalam suatu kehidupan rumah tangga tentu adalah impian bagi setiap pasangan yang sudah menikah. Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang selalu hidup rukun, saling menyayangi, saling tolong-menolong dan hidup dengan penuh kasih sayang. Setiap pasangan suami istri tentu selalu berharap agar selalu menjadi keluarga yang sakiinah, mawaddah dan warahmah. Namun hal itu  tentu tidak mudah dibutuhkan niat, kerja sama, pengetahuan serta pengamalan sehingga praktiknya tentu tidak akan mudah.[footnoteRef:1] [1:  Henderi Kusmidi, 2018. Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. Jurnal El-Afkar, Vol 7 No.2.hlm 64] 

Orangtua yang selalu rukun dan harmonis akan menjadi suri tauladan bagi anak karena anak pasti akan meniru perilaku ayah dan ibunya. Sehingga kehidupan anak-anak menjadi lebih terarah karena dilimpahkan kasih sayang dan keharmonisan kedua orang tua mereka Agama Islam mempunyai tujuan menuju kebahagian, di dunia dan di akhirat. Suami sebagai kepala rumah tangga bertugas tidak hanya menuntut keluarganya di dunia namun juga di akhirat sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada Allah SWT.
Membina keluarga dengan baik dan selalu mengedepankan Allah SWT dalam setiap langkahnya dapat menjadi pegangan dalam kehidupan agar terhindar dari masalah yang berlarut-larut. Masalah yang ada dalam kehidupan rumah tangga hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin dan dengan hati yang tenang. Sehingga tidak muncul emosi yang berlebih, apalagi sampai menyebabkan main tangan atau kekerasan. Perilaku kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dan sudah menjadi budaya karena marak juga dilakukan. Kekerasan itu juga terjadi tidak  hanya pada keluarga yang ekonominya rendah namun juga dari berbagai kalangan seperti keluarga sederhana, kaya, terkenal dan sebagainya.[footnoteRef:2] [2:  Rosma Alimi. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (Jppm). Vol. 2 No. 1.hlm 24] 

Kekerasan dalam konteks umum menggambarkan perilaku yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain, yang bisa bersifat terbuka (overt) maupun tersembunyi (covert), serta bisa bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive). 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga, dengan perempuan sebagai pihak yang paling rentan. Regulasi ini bertujuan memberikan perlindungan kepada korban sekaligus menjatuhkan hukuman kepada pelaku.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga memang tidak memiliki definisi yang seragam, namun secara umum mencakup beberapa bentuk kekerasan yang kerap terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki bentuk-bentuk dasar tertentu yang telah diidentifikasi :
1. Kekerasan fisik: Setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik. Termasuk pukulan, tendangan, atau tindakan lain yang melukai korban
2. Kekerasan psikologis: Setiap tindakan, ucapan, atau perilaku yang menyebabkan dampak emosional negatif pada korban. Seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dsb. Hal ini berupa ancaman, penghinaan, atau manipulasi emosional yang terus -menerus.
3. Kekerasan seksual: meliputi perilaku pelecehan seksual, pemaksaan untuk melakukan hubungan intim tanpa persetujuan korban, serta saat korban tidak menghendaki. Termasuk juga cara-cara hubungan seksual yang dianggap tidak wajar.
4. Kekerasan ekonomi: Perbuatan yang menbatasi kebebasan seseorang (perempuan) untuk bekerja baik didalam maupun diluar rumah, atau yang mengeksploitasi kerja korban. Kekerasan ekonomi juga mencakup penelantaran, dimana anggota keluarga dibiarkan tanpa dukungan finansial atau sumber daya yang memadai.
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan upaya strategis yang dilakukan negara untuk memastikan keamanan serta perlindungan bagi para korban. Adapun beberapa aspek penting dalam upaya tersebut antara lain:
Tanggung Jawab Negara: Negara berkewajiban mencegah terjadinya KDRT, memberikan sanksi terhadap pelaku, serta menjamin perlindungan bagi korban.
Korban: Pihak yang mengalami tindak kekerasan maupun ancamannya dalam lingkup rumah tangga, yang berhak memperoleh perlindungan dan pendampingan.
Perlindungan: upaya menjaga keamanan korban, melibatkan keluarga, advokat, dan pihak berwenang. Perlindungan ini bisa bersifat sementara atau berdasarkan keputusan pengadilan.
Perlindungan sementara: tindakan cepat dari kepolisian atau lembaga sosial untuk melindungi korban dalam situasi darurat sebelum ada keputusan pengadilan. Tujuannya adalah memastikan keselamatan korban saat ada ancaman mendesak.
Perintah Perlindungan adalah keputusan resmi dari pengadilan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada korban, biasanya dalam kasus kekerasan atau ancaman serius.[footnoteRef:3] [3:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.] 

Dalam laporan CATAHU 2023, Komnas Perempuan mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah tersebut lebih rendah sekitar 12% atau 55.920 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, angka ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan, sehingga besar kemungkinan jumlah riil di lapangan jauh lebih tinggi.[footnoteRef:4] [4:  https://komnasperempuan.go.id/siarana-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan -tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023] 

Menurut catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang Januari hingga November 2023 ditemukan 15.120 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.158 korbannya adalah anak perempuan, sedangkan 4.691 lainnya anak laki-laki. Sejak tahun 2019 sampai 2023, kekerasan seksual konsisten menempati posisi tertinggi sebagai bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak.[footnoteRef:5] [5:  Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Https://kemenpppa.go.id] 

Data ini menunjukkan bahwa kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun terjadi penurunan dalam angka yang tercatat. Upaya lebih lanjut dalam pencegahan dan perlindungan korban perlu terus dilakukan, terutama untuk mendorong pelaporan kasus yang mungkin masih tersembunyi atau tidak terungkap.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara gender, dimana mayoritas korban adalah perempuan, terutama istri, yang seringkali menjadi sasaran oleh suami. Hal ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor sosial, budaya, dan psikologis yang memeperkuat posisi perempuan pihak yang lebih lemah dan tidak berdaya. Berikut beberapa poin yang merangkum situasi ini :
1. Dominasi patriarkal: Dalam banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, norma-norma budaya dan nilai-nilai masyarakat sering kali dibentuk oleh struktur patriarkal. Di sini, laki-laki dianggap sebagai pemegang kekuasaan, yang menentukan arah kehidupan dan keputusan dalam keluarga.
2. Konstruksi wacana: Menurut Foucault, laki-laki berperan sebagai pemilik ‘kuasa’ yang membentuk wacana pengetahuan masyarakat. Ini menciptakan kontrol atas diri perempuan dalam berbagai aspek, baik secara pribadi, kelembagaan, simbolik, maupun materi.
3. Kontrol dan Dominasi: Ketika hubungan antar gender dibentuk melalui dominasi dan subordinasi, perempuan sering kali berada dalam posisi yang diatur dan terpinggirkan, yang berkontribusi pada kekerasan yang mereka alami.[footnoteRef:6] [6:  Yani Huriyani, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No, 3. September 2008 ] 

Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memang menjadi keprihatinan serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dampak yang dihadapi korban kekerasan, khususnya perempuan, sangat beragam dan kompleks. Dampak fisik dapat terlihat dengan jelas seperti cedera, luka, cacat, hingga kematian. Namun, yang sering kali tidak disadari adalah dampak emosional atau psikologis, yang justru bisa lebih berbahaya dan berkepanjangan. Dampak psikologis dari kekerasan ini bisa mencakup ketakutan, rasa malu, terhina, dan perasaan terasing. Dalam jangka panjang, korban bisa mengalami rendah diri, hilangnya konsep diri, serta rasa percaya diri yang hancur. Kondisi mental ini menghambat perkembangan pribadi dan potensi korban, yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Kekerasan seksual dalam KDRT berdampak serius pada fisik dan psikologis korban. Dukungan medis, psikologis, dan hukum sangat diperlukan untuk pemulihan dan perlindungan korban.[footnoteRef:7] [7:  M. Hasanah, A. Alsa,dan A. Rustam 2003,  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kualitatif  Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga di LBH APIK Semarang) : Sultan Agung 11] 

Berdasarkan latar belakang diatas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi isu yang serius meskipun sudah banyak kajian hukum yang dilakukan. Fakta menunjukkan bahwa jumlah korban KDRT terus meningkat setiap tahunnya, yang disebabkan oleh berbagai faktor sosial dan budaya. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya persepsi yang menganggap istri sebagai sosok yang kurang penting dibandingkan suami dan dapat diperlakukan semaunya. Persepsi ini berasal dari warisan pengetahuan dan budaya masa lalu yang menekankan kepatuhan istri kepada suami, termasuk menerima kekerasan jika terjadi perbedaan pendapat. Dalam banyak budaya, dominasi suami terhadap istri dianggap wajar, dan kekerasan dalam rumah tangga sering kali dianggap sebagai urusan pribadi, yang membuat masyarakat enggan untuk terlibat atau menolong. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak kajian yuridis, perubahan sosial dan budaya dalam hal memandang peran istri dan suami dalam rumah tangga masih sangat diperlukan untuk mengurangi kasus KDRT.
Pemilihan Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan empiris dan akademik yang berkaitan dengan karakteristik wilayah sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan bukan termasuk kawasan perkotaan besar. Dalam konteks tersebut, Banjarnegara seharusnya secara teoritis memiliki tingkat permasalahan sosial, termasuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang lebih terkendali apabila dibandingkan dengan daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan kompleksitas sosial yang lebih besar. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Banjarnegara merupakan daerah kecil, kasus KDRT tetap muncul dengan intensitas dan kompleksitas yang signifikan.
Jumlah penduduk yang relatif kecil serta struktur sosial masyarakat yang masih bersifat komunal menjadikan relasi antarindividu di Banjarnegara berlangsung sangat dekat dan saling mengenal. Kondisi ini justru memunculkan dinamika tersendiri dalam penanganan kasus KDRT, di mana faktor rasa sungkan, tekanan sosial, dan kuatnya nilai budaya patriarkal seringkali mendorong penyelesaian perkara secara informal atau kekeluargaan. Akibatnya, penerapan hukum positif, termasuk mekanisme restorative justice, tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif yang menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.
Selain itu, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan lembaga pendukung korban di daerah kecil turut memengaruhi efektivitas penanganan kasus KDRT. Dalam konteks Banjarnegara, keterbatasan tersebut berpotensi memperlemah posisi korban, khususnya perempuan dan anak, dalam memperoleh akses keadilan yang optimal. Hal ini menjadikan Banjarnegara sebagai wilayah yang strategis untuk mengkaji sejauh mana restorative justice diterapkan secara proporsional dan tidak justru menjadi instrumen yang menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga.
Dengan demikian, pemilihan Kabupaten Banjarnegara sebagai lokasi penelitian tidak hanya didasarkan pada ketersediaan data dan kemudahan akses penelitian, tetapi juga karena karakteristiknya sebagai daerah kecil dengan jumlah penduduk yang relatif terbatas namun menghadirkan persoalan hukum yang kompleks. Kondisi tersebut menjadikan Banjarnegara sebagai representasi penting untuk memahami problematika penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT di daerah-daerah kecil di Indonesia.
B. [bookmark: _Toc208211514][bookmark: _Toc208272841][bookmark: _Toc210110658][bookmark: _Toc219183638]Definisi Operasional
1. Problematika 
Problematika berasal dari kata "problem" yang berarti permasalahan atau hal yang belum terpecahkan. Menurut KBBI, problem adalah sesuatu yang belum dipecahkan, sedangkan masalah adalah hal yang harus diselesaikan. Jadi, problematika adalah situasi yang membutuhkan solusi karena ada ketidaksesuaian antara teori atau harapan dengan kenyataan yang terjadi.[footnoteRef:8] [8:  Tim Penulisan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.	] 

2. Restorative Justice                               
Restorative justice merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban. Inti dari pendekatan ini adalah empowerment, yaitu mempertemukan korban dan pelaku untuk mencari solusi penyelesaian di luar jalur pengadilan apabila memungkinkan. Prinsip utama kebijakan restorative justice adalah berupaya semaksimal mungkin mengurangi penderitaan korban, sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku bahwa tindakannya merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.[footnoteRef:9] [9:  Siti Aminah, and Rafsanjani,  Restoratif. Implementasi Restorative Justice untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik. Journal of Indonesian probation and parole System. Vol 1, 2023.hlm 58] 

3. KDRT Terhadap Perempuan dan Anak
Pengertian mengenai kekerasan dan KDRT dalam sistem hukum Indonesia memperlihatkan adanya komitmen negara dalam melindungi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan dimaknai sebagai:
Setiap tindakan terhadap anak yang menimbulkan penderitaan fisik,
psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Definisi ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, serta perampasan kebebasan secara tidak sah.

Dalam ranah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjelaskan bahwa KDRT adalah 
Setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap seseorang, khususnya perempuan, dalam lingkup rumah tangga.
Kedua undang-undang ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap individu yang rentan, khususnya anak-anak dan perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Aturan ini memberikan landasan hukum untuk menuntut pelaku kekerasan dan memberikan perlindungan serta dukungan kepada para korban.[footnoteRef:10] [10:  Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2004	] 

4. Hukum Islam (Maqasid Al-Syari’ah)
Secara bahasa, maqasid berarti tujuan-tujuan atau maksud-maksud, sedangkan syari’ah berarti hukum atau jalan yang ditetapkan Allah. 
Secara istilah maqasid al-syari’ah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh hukum islam demi kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Seluruh hukum islam, baik yang bersifat perintah maupun larangan, pada hakikatnya ditetapkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia secara adil dan bermartabat
Menurut al-Syatibi, seluruh hukum islam pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan (jaib al-masalih) dan menolak kerusakan (dar al-mafasid).[footnoteRef:11] [11:  Abu Ishaq al-Syatibi,  al-Muwafaqat fi Usul al-Syari’ah,  jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma’rifah,t.t)  hlm 8-10] 

C. [bookmark: _Toc208211515][bookmark: _Toc208272842][bookmark: _Toc210110659][bookmark: _Toc219183639]Rumusan masalah 
1. Bagaimana problematika penanganan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui Restorative Justice di Polres Banjarnegara?
2. Bagaimana konsep problematika Restorative Justice diterapkan dalam penanganan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap perempuan dan anak menurut prespektif hukum islam?
D. [bookmark: _Toc208211516][bookmark: _Toc208272843][bookmark: _Toc210110660][bookmark: _Toc219183640]Tujuan dan Manfaat
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis problematika penanganan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui Restorative Justice di Polres Banjarnegara
2. Untuk menganalisis konsep problematika Restorative Justice dalam penanganan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap perempuan dan anak menurut prespektif hukum islam.
Selain tujuan yang sudah dijelaskan diatas, terdapat pula beberapa manfaat  dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :
1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmu pengetahuan dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat agar mengetahui peraturan hukum serta mengimplementasikan restorative dalam penegakan perlindungan hukum kekerasan dalam rumah tangga. Tulisan ini juga diharapkan pemikiran ini dapat memperkaya ilmu hukum dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih baik. 
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan acuan bagi penelitian lanjutan dengan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini juga diharapkan pemikiran yang dihasilkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum secara keseluruhan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik ini akan memperkaya wacana hukum, memberikan perspektif baru, serta mendukung perumusan kebijakan yang lebih tepat dalam menangani isu-isu terkait.
E. [bookmark: _Toc208211517][bookmark: _Toc208272844][bookmark: _Toc210110661][bookmark: _Toc219183641]Kajian Pustaka/penelitian terkait
Kajian Pustaka dalam penelitian ini adalah untuk memastikan apakah topik  atau masalah yang diteliti belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Jika ditemukan topik yang sama, peneliti harus meneliti hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, walaupun dalam topik atau garis besar yang sama. Sehingga diharapkan tidak ada kesamaan atau pengulangan secara keseluruhan. Setelah menelaah berbagai skripsi, jurnal, buku, peneliti tahu bahwa masalah atau topik yang diangkat sudah banyak diteliti. Apalagi sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang biasa dan sudah menjadi sebuah kasus yang sangat serius di Indonesia. Dengan ini, peneliti menemukan beberapa skripsi dan jurnal yang telah diteliti sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan, diantaranya :
1. Skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Cilacap Perspektif UU PKDRT” yang ditulis oleh Inayah Kholifatul Khasanah mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban KDRT oleh Kepolisian Resor Cilacap, serta bagaimana langkah-langkah yang ditempuh kepolisian dalam penanganan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan UU PKDRT..[footnoteRef:12] [12:  Inayah Kholifatul Khasanah “ Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Korban Kekeraan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Cilacap Prespektif UU PKDRT”. Skripsi. Mahasiswa Program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun. 2021] 

2. Jurnal oleh Maimunatus Shobiro pada tahun 2020 yaitu dengan judul “Proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat penyidikan (studi kasus Polres Kabupaten Sumenep)”. Dalam jurnal ini membahas tentang jenis tindak pidana kekerasan rumah tangga di Polres Kabupaten Sumenep, perkembangan kasus, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kdrt di Kabupaten Sumenep serta apa hambatan dan bagaimana Upaya kepolisian dalam menangani kasus KDRT di wilayah Kabupaten Sumenep.[footnoteRef:13] [13:   Maimunatus Shobiro. Proses Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) di Tingkat Penyidikan ( studi Kasus polres Kabupaten Sumenep. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol 26. No 5.2020] 

3. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Hak-Hak Korban dalam Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU Nomor 23 tahun 2004 (Studi Polres Jombang)” yang ditulis oleh Nova Wulandari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas bagaimana perlindungan hukum oleh penyelidik kepolisian menurut UU Kdrt berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pelayanan kesehatan.[footnoteRef:14] [14:   Nove Wulandari “Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 ( Studi Polres Jombang)”. Skripsi. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. 2019.] 

4. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Kasus Polres Kabupaten Purbalingga)” yang ditulis oleh Antik Azizah mahasiswa Fakultas Syariah UIN SAIZU tahun 2023. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan Peraturan Daerah.[footnoteRef:15] [15:  Antik Azizah “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Kasus Polres Kabupaten Purbalingga)”. Skripsi. Mahasiswa Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto. 2023.] 

Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan skripsi serta jurnal yang sudah ada sebelumnya :
Tabel 1 Perbedaan dan persamaan skripsi
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F. [bookmark: _Toc219183642]Sistematika pembahasan
Secara umum, untuk memudahkan pemahaman dan alur pembahasan, penelitian ini disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dianalisis. Sistematika penulisan terdiri atas lima bab yang saling berkaitan:
Bab I memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.
Bab II berisi kajian teori restorative justice, pengertian rumah tangga, definisi KDRT, landasan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk KDRT, serta konsep keadilan dalam perspektif hukum Islam.
Bab III menjelaskan metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek dan subjek, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.
Bab IV menyajikan hasil penelitian dan analisis pembahasan.	
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Bab V berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Bagian akhir skripsi dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran, serta riwayat hidup penulis.
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[bookmark: _Toc208211519][bookmark: _Toc208272846][bookmark: _Toc210110663][bookmark: _Toc219183643]BAB II
[bookmark: _Toc208211520][bookmark: _Toc208272847][bookmark: _Toc210110664][bookmark: _Toc219183644]TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE DAN KDRT DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
A. [bookmark: _Toc208211521][bookmark: _Toc208272848][bookmark: _Toc210110665][bookmark: _Toc219183645]Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice 
1. Pengertian Restorative Justice
Keadilan restorative merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan semata-mata pemberian hukuman. Proses ini melibatkan pihak pelaku, korban, serta masyarakat. Konsep tersebut lahir dari gagasan perlindungan masyarakat (social defence) yang berkembang pasca Perang Dunia II.[footnoteRef:16] [16:  Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Cetakan  Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.hlm 81] 

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa keadilan restorative merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya demi mencapai kesepakatan yang adil. Fokus utamanya ialah mengembalikan kondisi seperti sebelum tindak pidana terjadi, bukan membalas perbuatan pelaku. Mekanisme yang digunakan umumnya berupa mediasi atau musyawarah, di mana semua pihak berusaha memperoleh kepuasan bersama, sekaligus menuntut pelaku berpartisipasi dalam proses pemulihan.
Pendekatan ini berpijak pada keyakinan bahwa setiap tindak pidana selalu menimbulkan kerugian nyata yang perlu dikurangi. Pelaku dituntut untuk menyadari bahwa perbuatannya telah membawa penderitaan serius bagi korban dan lingkungannya, serta harus bertanggung jawab atas akibat tersebut. Korban pun diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, kebutuhan, dan pandangan terkait bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan untuk berperan aktif dalam proses pemulihan. Konsep ini pada akhirnya diwujudkan melalui mekanisme yang dikenal sebagai “mediasi penal,” yaitu forum yang mempertemukan korban dan pelaku untuk mencapai solusi damai yang menguntungkan semua pihak.	
2. Teori Restorative Justice
Silverman menyatakan bahwa teori dalam penelitian berfungsi sebagai sumber daya yang senantiasa berkembang sejalan dengan temuan baru.[footnoteRef:17] Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan umumnya lebih banyak agar sesuai dengan konteks lapangan. [17:  Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif, 2018, Bandung: CV Jejak, hal 42] 

Salah satu regulasi penting yang menjadi landasan penerapan keadilan restorative adalah Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2021. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan alternatif di luar jalur peradilan formal. Melalui regulasi ini, penyelesaian perkara tidak lagi hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi lebih menekankan upaya dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, maupun masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, proses hukum diharapkan mampu Memberikan solusi yang lebih berkeadilan, bersifat manusiawi, serta membawa manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.
Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, penerapan konsep keadilan restorative semakin memperoleh relevansi setelah disahkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Regulasi ini hadir sebagai pengganti Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda yang sudah berusia sangat tua, dengan ketentuan berlaku penuh tiga tahun setelah pengesahannya. Kehadiran KUHP Baru tidak hanya dimaksudkan sebagai pembaruan hukum pidana, tetapi juga sebagai bagian dari upaya reformasi hukum nasional yang lebih luas. Tujuan utama penyusunannya adalah mendukung pembangunan di berbagai bidang, menyesuaikan aturan dengan dinamika sosial yang terus berkembang, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menghapus warisan kolonial yang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia modern.
Dari sisi politik hukum, KUHP Baru disusun dengan membawa semangat rekodifikasi dan unifikasi, sehingga seluruh ketentuan hukum pidana lebih tertata dalam satu kodifikasi yang utuh. Landasannya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi sumber nilai utama dalam sistem hukum Indonesia. Dengan landasan tersebut, KUHP Baru diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih konsisten, menjunjung tinggi keadilan, memiliki nilai kemanfaatan, serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi seluruh warga negara. Selain itu, penyusunannya juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, maupun individu, sehingga hukum pidana dapat berfungsi secara proporsional dan adil.[footnoteRef:18] [18:  Iwan Adrianto, Konsep Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Kepolisian, Janaloka Journal. Vol 2 No 2, 2023, hlm 261] 

Selain KUHP Baru, pengaturan mengenai keadilan restoratif juga diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang lebih humanis, yaitu dengan mengedepankan dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Inti dari aturan ini adalah menggeser paradigma penegakan hukum dari yang semata-mata bersifat represif dan berorientasi pada pembalasan, menuju pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan keadaan sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi. Dalam KUHP baru, konsep ini diatur melalui sejumlah pasal penting:
a. Pasal 51: menegaskan tujuan pemidanaan untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa aman
b. Pasal 54 ayat (1) huruf (j) dan (k) mengharuskan pertimbangan pemaafan dari korban atau keadilan yang hidup di masyarakat.
c. Pasal 70: memberikan kelonggaran untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dalam kondisi tertentu, seperti usia terdakwa, kerugian korban yang kecil, atau telah adanya ganti rugi.
Pasal 132: mengatur tentang gugurnya penuntutan dalam kasus-kasus tertentu.
Dalam kerangka tersebut, pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta berkomitmen untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, korban memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapannya terhadap penyelesaian kasus, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek dalam proses hukum, tetapi juga memiliki posisi sebagai subjek yang diperhatikan. Kehadiran masyarakat pun dipandang penting, karena dukungan sosial dibutuhkan untuk memastikan terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan ini tidak hanya memberikan alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan yang lebih menyeluruh, sejalan dengan prinsip kemanfaatan dan perlindungan hak asasi manusia.[footnoteRef:19] [19:   Pinterhukum.or.id/restorative-justice-dalam-rkuhp/ ] 

Beberapa teori yang relevan untuk mendukung penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Teori Mediasi Penal
Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau yang lebih dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Biasanya mekanisme ini dipakai dalam perkara perdata, namun dalam kondisi tertentu, juga dapat diterapkan untuk perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini, proses penyelesaian dilakukan di luar persidangan dengan melibatkan pelaku dan korban secara langsung.[footnoteRef:20]. [20:  Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, 2012 , Pustaka Magister, hlm.2] 

Mediasi penal dipahami sebagai instrumen keadilan restoratif yang menempatkan pihak-pihak yang berkonflik sebagai penentu nilai keadilan yang ingin dicapai. Aparat penegak hukum hanya berfungsi sebagai mediator atau fasilitator. Metode ini dianggap relevan untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu, termasuk KDRT, sebab masyarakat Indonesia cenderung lebih menerima penyelesaian secara damai, terutama jika menyangkut konflik dalam lingkup keluarga.[footnoteRef:21] [21:  Melisa Jeanet Regoh, M. Syahrul Boman, dkk. Penegakan Hukum Pada Pelaku KDRT. Jurnal Penelitian Hukum, Vol 4 No 6, November 2024, hlm 84] 

Mediasi Penal adalah metode penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan restorative dengan mendamaikan korban dan pelaku. Proses ini bertujuan untuk memulihkan hubungan, bukan sekedar memberikan hukuman.
Menurut Muladi, mediasi penal memiliki sejumlah keunggulan, antara lain:
1) Lebih adil: Memungkinkan korban menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya
2) Efisien: Prosesnya lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan litigasi
3) Mengurangi dampak negative: Menghindari dampak buruk hukuman formal bagi pelaku dan keluarganya.
4) Menghindari stigma: Pelaku lebih mudah diterima kembali oleh masyarakat.
5) Melindungi korban: Proses ini mencegah korban mengalami tekanan emosional yang sering terjadi di pengadilan.
Meski bermanfaat, penerapannya harus hati-hati terutama untuk kasus berat seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, agar tetap melindungi hak korban.[footnoteRef:22] [22:  Bayu Ardian Aminullah, Barda Nawawi Arief. Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Meta Yuridis, Vol 3 No 1, 2020, hlm 78] 

Secara prinsip, penerapan mediasi penal diharapkan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, khususnya di tingkat Mahkamah Agung yang setiap tahun selalu mengalami lonjakan perkara meskipun sudah ada pembatasan pengajuan kasasi melalui Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009. Dengan mekanisme ini, beban perkara juga dapat ditekan di tingkat pengadilan pertama (Pengadilan Negeri) maupun banding (Pengadilan Tinggi). Karena itu, mediasi penal lebih tepat diarahkan pada perkara-perkara ringan yang sifatnya sederhana, dan bila kemudian diatur dalam regulasi, cakupannya dapat meliputi:
1) Pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.
2) Tindak pidana ringan (tipiring) yang ancaman hukumannya tidak lebih dari tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp7.500,000.
3) Kejahatan ringan (lichte misdrijven) yang diatur dalam KUHP, seperti:
a) Pasal 302: penganiayaan ringan terhadap hewan
b) Pasal 315: penghinaan ringan,
c) Pasal 352: penganiayaan ringan terhadap manusia,
d) Pasal 364: pencurian ringan,
e) Pasal 373: penggelapan ringan,
f) Pasal 379: penipuan ringan,
g) Pasal 482: penadahan ringan.
4) Kejahatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.
5) Perbuatan yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.
6) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997.
7) Perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004.
8) Sengketa medis yang memerlukan penyelesaian non-litigasi.[footnoteRef:23] [23:  Lilik Mulyadi.  Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol 2 No 1, Januari-April 2013, hlm 10] 

Mediasi Penal dikembangkan berdasarkan empat prinsip kerja utama sebagai berikut:
1) Penanganan konflik:
Mediator berperan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk fokus pada komunikasi langsung dan melupakan kerangka hukum formal.
2) Berorientasi pada proses:
Proses mediasi lebih menekankan kualitas interaksi dan dialog dibandingkan hasil akhir semata.
3) Proses informal:
Mediasi penal dilakukan tanpa prosedur hukum yang birokratis dan kaku, menjadikanya lebih fleksibel dan mudah diakses
4) Parsitipasi aktif dan otonom para pihak:
Korban dan pelaku dianggap sebagai subjek yang bertanggung jawab atas tindakan mereka, bukan sebagai objek prosedur hukum, penyelesaian dilakukan atas dasar kehendak bebas kedua belah pihak.
Proses ini membutuhkan mediator yang bertindak sebagai penengah. Mediator harus bersikap objektif dan memastikan bahwa pelaku menyadari kesalahannya, meminta maaf, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Karena sifatnya informal, mediasi penal memungkinkan konflik tanpa melalui proses peradilan pidana, asalkan ada kesepakatan dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan.[footnoteRef:24] [24:   Bayu Ardian Aminullah, Barda Nawawi Arief. Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Meta Yuridis, Vol 3 No 1, 2020, hlm 79] 

b. Teori Keadilan 
Keadilan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata "adil," yang berarti bertindak tidak sewenang-wenang, netral, jujur, dan tulus. Dalam pengertian terminologis, adil berarti bersikap tanpa diskriminasi dan ketidakjujuran, serta mematuhi hukum agama, negara, dan adat. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai tindakan yang pantas, yaitu keseimbangan antara dua sisi yang berlebihan dan kekurangan. Jika dua orang berada dalam posisi yang setara, mereka seharusnya menerima bagian yang sama. Ketidakseimbangan dalam pembagian disebut ketidakadilan.[footnoteRef:25] [25:  Tim Penulisan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
	] 

Menurut John Rawls, keadilan merupakan nilai moral tertinggi sekaligus kebajikan utama dalam suatu institusi sosial. Ia menegaskan bahwa hukum dan lembaga sosial hanya dapat dipertahankan sepanjang sejalan dengan prinsip keadilan. Apabila sebuah aturan hukum atau sistem kelembagaan justru bertentangan dengan prinsip tersebut, maka aturan maupun lembaga itu harus diperbaiki, bahkan ditolak. Sebab, hukum yang menyimpang dari keadilan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga berpotensi melahirkan praktik penindasan, diskriminasi, serta kesewenang-wenangan yang merugikan masyarakat. Pemikiran Rawls menjadi penting karena ia tidak sekadar menawarkan teori baru mengenai keadilan sosial, tetapi juga memberikan kritik mendasar terhadap teori-teori keadilan yang lahir sebelumnya, baik yang berorientasi pada utilitarianisme maupun teori kontrak sosial klasik. Oleh karena itu, pandangannya sering dijadikan bahan perdebatan akademik, mengingat Rawls mencoba menegaskan bahwa keadilan harus menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum, tata kelola institusi, hingga praktik kehidupan bermasyarakat.[footnoteRef:26] [26:  Alifa Cikal Yuanita. Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls, Journal on law, Vol 3 No 2 November 2022] 

Hans Kelsen, dalam teori hukum positivismenya, memaknai keadilan sebagai bagian dari legalitas. Bagi kelsen, keadilan tidak berkaitan dengan isi atau subtansi norma hukum itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana hukum tersebut diterapkan. Prespektif ini menunjukan bahwa kelsen tidak memberikan penilaian moral terhadap jenis atau ideologi hukum (kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik). Baginya, yang penting adalah hukum itu diterapkan secara konsisten kepada semua pihak tanpa diskriminasi.
Dalam konteks ototarianisme Orde Baru. Misalnya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat atau berkumpul tidak dianggap bermasalah secara keadilan dalampengertian legalitas Kelsen, selama pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum positif yang berlaku. Keadilan disini diukur bukan dari nilai-nilai moral atau etika, melainkan dari kesesuaian tindakan dengan norma hukum yang sah. Dengan katalain, suatu tindakan dianggap adil atau tidak adil jika sesuai dengan norma hukum yang diakui dalam sistem hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini menekankan aspek formal dan prosedural hukum, dimana keabsahan hukum bergantung pada sumbernya dan penerapanya secara universal. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena mengabaikan aspek substansial keadilan, seperti dampak sosial, moral, atau etika hukum terhadap masyarakat. 
Menurut Kelsen, pemahaman keadilan sebaiknya ditempatkan dalam kerangka hukum positif. Artinya, ukuran keadilan tidak didasarkan pada pandangan individu, melainkan pada norma hukum yang berlaku. Hal ini karena setiap orang memiliki standar keadilan yang berbeda-beda, sehingga sulit menemukan kesepahaman yang seragam jika hanya bertumpu pada persepsi personal. Dengan demikian, norma hukum berfungsi sebagai acuan yang objektif untuk menentukan adil atau tidaknya suatu tindakan maupun institusi sosial. Pada akhirnya, penilaian atas keadilan lebih tepat dipahami sebagai penerapan aturan yang berlaku umum, bukan sekadar pernyataan kepentingan subjektif dari individu tertentu.[footnoteRef:27] [27:  Yustinus Suhardi Ruman. Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan, Jurnal Humaniora, Vol 3 No 2, Oktober 2012, hlm 348-349] 

3. Prinsip-prinsip Dasar Restorative Justice
Keadilan restoratif berangkat dari pemahaman rasional mengenai adanya kesalahan yang dilakukan pelaku. Walaupun bentuk penerapannya berbeda pada tiap budaya, pendekatan ini sebenarnya memiliki kesamaan nilai yang banyak dijumpai dalam masyarakat tradisional. Berdasarkan Prinsip-Prinsip Dasar, yang dimaksud dengan “hasil restoratif” adalah kesepakatan bersama yang tercapai melalui suatu proses dialog atau musyawarah restoratif. Kesepakatan tersebut dapat mencakup berbagai bentuk, seperti pemberian ganti rugi (reparasi), pengembalian kerugian (restitusi), maupun pelayanan sosial kepada masyarakat. Tujuan dari hasil ini adalah memenuhi kebutuhan korban, pelaku, dan komunitas secara seimbang, sekaligus mendorong reintegrasi sosial antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus yang lebih berat, mekanisme ini juga bisa dipadukan dengan langkah-langkah hukum lainnya agar penyelesaian tetap adil dan proporsional.[footnoteRef:28] [28:  Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, Prinsip-prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Al’Adl, Vol X, No 2, Juli 2018. hlm 180] 

Keadilan restorative pada dasarnya mengandung sejumlah prinsip pokok, yaitu:
a. Mengutamakan penyelesaian damai di luar jalur formal. Proses ini menghadirkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi terbaik. Mereka diposisikan sebagai pihak yang saling bekerja sama dalam menemukan kesepakatan yang adil bagi semua konsep (win-win solution)
b.  Menekankan tanggung jawab pelaku. Pelaku didorong untuk memahami kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya dan diwajibkan bertanggung jawab langsung kepada korban. Selain itu, pelaku ditegaskan untuk tidak mengulangi perbuatannya, sehingga ada komitmen nyata dalam proses pemulihan.
c.  Mendorong penyelesaian personal. Apabila pelaku dan korban berhasil mencapai kesepakatan, maka masalah pidana dapat diselesaikan tanpa harus melalui prosedur peradilan yang formal dan kaku. Pendekatan ini dinilai lebih komunikatif, informatif, serta memperhatikan kebutuhan pribadi para pihak.
d.  Melihat tindak pidana sebagai pelanggaran antarindividu. Kejahatan dipandang bukan semata sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi sebagai pelanggaran atas hak orang lain. Oleh karena itu, pelaku diwajibkan bertanggung jawab, baik secara sosial maupun legal, atas kerugian yang ditimbulkan terhadap korban.[footnoteRef:29] [29:  Eka Fitri Andriyanti, Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Education and Development, Vol 8, No 4 2020, hlm 329.] 

Restorative justice berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan bersama. Prinsip utamanya mencakup perbaikan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial. Dalam budaya tradisional, pendekatan ini sering tercermin dalam musyawarah dan penyelesaian damai.
Pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan perhatiannya pada kebutuhan baik dari pihak korban maupun pelaku tindak pidana. Selain itu, model ini juga berfungsi membantu pelaku agar tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di masa mendatang. Landasan pemikirannya berangkat dari teori yang memandang bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak individu atau masyarakat, bukan semata-mata terhadap negara. Melalui mekanisme restoratif, tercipta ruang dialog antara korban dan pelaku yang mendorong lahirnya rasa tanggung jawab dari pelaku, sekaligus memberi kepuasan lebih tinggi bagi korban karena kebutuhannya diakomodasi secara langsung.[footnoteRef:30]	 [30:  Alifianissa Puspaningtyas. Terwujudnya asas Keadilan Dan Kepastian Hukum, RECIDIVE, Vol 13 No 2, 2023, hlm 221] 

B. [bookmark: _Toc208211522][bookmark: _Toc208272849][bookmark: _Toc210110666][bookmark: _Toc219183646]Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga, baik dilakukan oleh suami, istri, maupun anak, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik, psikologis, serta keharmonisan hubungan keluarga. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Ruang lingkup KDRT mencakup segala perbuatan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau pembatasan kebebasan secara melawan hukum di lingkup rumah tangga. Umumnya, korban KDRT adalah perempuan (istri), sedangkan pelakunya mayoritas adalah suami. Namun, dalam beberapa kasus terdapat pula situasi sebaliknya, atau kekerasan dilakukan terhadap pihak yang lebih lemah dalam struktur rumah tangga.
Pelaku KDRT dapat berasal dari mereka yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, hubungan persusuan, pengasuhan, perwalian, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal bersama. Tidak semua kasus KDRT dapat diungkap atau ditangani dengan baik, karena banyak korban yang memilih untuk menutupinya. Alasannya beragam, mulai dari ikatan budaya, pertimbangan agama, hingga keterbatasan pemahaman terhadap hukum yang berlaku. Padahal, perlindungan dari negara dan masyarakat sangat penting untuk menjamin rasa aman bagi korban sekaligus memastikan pelaku dapat diproses sesuai hukum.[footnoteRef:31] [31:  https://id,wikipedia.org/wiki/kekerasan_dalam rumah_tangga diakses pada tanggal 20 November 2024] 

Kriminalisasi KDRT dalam KUHP baru menunjukkan komitmen pemerintah menjalankan deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan. Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu tindakan sebagai tindak pidana atau memperluas cakupan hukum pidana agar lebih efektif. 
KUHP baru (Pasal 156) mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan dengan/tanpa kekuatan fisik yang membahayakan badan, nyawa, atau menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, serta merampas kemerdekaan.
· Kesamaan: Mengakui bentuk kekerasan fisik, seksuaal, psikologis, serta merampas kemerdekaan.
· Perbedaan: KUHP tidak mengakui adanya penelantaran, tetapi menambahkan bahaya pada badan/nyawa, serta memiliki definisi lebih umumterkait penggunaan kekuatan fisik.[footnoteRef:32] [32:  Parningotan Malau, Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023, Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol 5 No 1, hlm 840] 

Pasal 157 mengatur ancaman kekerasan secara lebih luas, termasuk ancaman verbal, simbolis, maupun elektronik (mengacu pada UU ITE). Frasa “ dapat menimbulkan rasa takut” memberikan fleksibilitas lanjut agar tidak multitafsir. KUHP baru memperluas cakupan pengaturan KDRT, tetapi ada kekurangan seperti kurangnya pengaturan detrail (contoh: penelantaran). Meski begitu aturan ini merupkan langkah maju untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan. UU KUHP baru dianggap lebih komprehensif dalam mengakomodasi kekerasan seksual karena mencakup pengaturan yang lebih luas 
Pasal 147, yang menyatakan bahwa iming-iming, janji hadiah, atau penyalahgunaan wibawa untuk menyuruh atau membiarkan seseorang melakukan perbuatan cabul, termasuk terhadap anak, kini dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, jika kekerasan seksual terjadi pada anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang dibawah pengawasan pelaku, ancaman pidananya dapat mencapai maksimal 12 tahun penjara. Dibandingkan dengan UU PKDRT, cakupan kekerasan seksual dalam UU KUHP baru lebih luas, tetapi ancaman hukuman dalam beberapa kasus lebih ringan. Hal ini disebabkan oleh sifat UU PKDRT yang merupakan lex spesialis (aturan khusus) yang lebih fokus pada KDRT, sedangkan UU KUHP bersifat lex generalis (aturan umum).
Pasal 149 KUHP baru menjelaskan bahwa penderitaan korban dapat berupa gangguan fisik, psikis, maupun kerugian ekonomi yang timbul akibat tindak pidana. Selain itu, Pasal 495 mengatur bahwa perbuatan curang yang menyebabkan kerugian ekonomi pihak lain dapat dipidana maksimal 1 tahun penjara. Secara keseluruhan, UU KUHP baru memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap kekerasan seksual dan korban tindak pidana, meskipun masih terdapat beberapa aspek, seperti ancaman pidana lebih ringan dan kurangnya spesifikasi terkait penelantaran ekonomi, yang memerlukan perhatian lebih lanjut agar implementasinya efektif.[footnoteRef:33] [33:  Hartanto, Arvita, dkk. Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Rampai Jurnal Hukum, Vol 2 No 1, 2023, hlm 6-8 ] 

2. [bookmark: _Toc172264765][bookmark: _Toc172270234]Dasar hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga
Apabila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dalam lingkup keluarga, khususnya pada kasus yang termasuk delik murni, maka prosesnya dapat dilanjutkan ke jalur hukum melalui kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Sanksi berupa pidana penjara maupun denda diatur dalam Bab VIII Pasal 44 sampai Pasal 53, dengan ketentuan lamanya hukuman penjara dan besarnya denda disesuaikan dengan bentuk kekerasan yang dilakukan. Bab mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga tidak menentukan batas hukuman minimal, melainkan hanya mengatur batas hukuman maksimal. Terdapat kekhawatiran bahwa pelaku hanya akan dikenakan sanksi berupa hukuman percobaan. 
Namun demikian, terdapat dua ketentuan khusus yang mengatur batas minimal dan maksimal hukuman, yaitu Pasal 47 dan Pasal 48 yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual. Pasal 47 menyatakan bahwa setiap orang yang memaksa anggota rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b, dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun, atau dikenakan denda mulai dari Rp 12.000.000 hingga Rp 300.000.000. Sementara itu, Pasal 48 menjelaskan bahwa apabila kekerasan seksual tersebut mengakibatkan korban mengalami luka permanen yang tidak dapat disembuhkan, gangguan mental atau psikis setidaknya selama 4 minggu berturut-turut atau 1 tahun tidak berkesinambungan, gugurnya janin, atau kerusakan pada fungsi organ reproduksi, maka pelaku dapat dipidana penjara dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, atau dikenakan denda antara Rp 25.000.000 hingga jumlah yang lebih besar.[footnoteRef:34] [34:  Kusbiati, Azmiati,dkk. Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol 7 No 1 maret 2019] 

[bookmark: _Toc172264766][bookmark: _Toc172270235]Pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pelaku kekerasan fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a, dapat dikenai pidana penjara dengan ancaman maksimal lima tahun atau denda paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).[footnoteRef:35] [35:  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga] 

3. Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga
Dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Bentuk kekerasan tersebut dapat muncul dalam berbagai wujud atau cara, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.. Kekerasan dapat terjadi dengan berbagai cara :
a. Kekerasan fisik
Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan yang menyerang fisik atau tubuh korban. Bisa dengan cara memukul, mendorong, melukai, menjambak dan bentuk tindakan fisik lainnya. hal ini bisa mengakibatkan korban mengalami luka ringan, luka berat, rasa sakit, jatuh sakit bahkan bisa menghilangkan nyawa.[footnoteRef:36] [36:  Nyoman Wiradi. Dampak Kekerasan Pada Anak. Jurnal Psikologi MANDALA.Vol 6,hlm 71.] 

b. Kekerasan psikis
Kekerasan psikis yaitu kekerasan yang dilakukan yang bukan menyerang langsung pada korban. Korban tidak merasakan sakit pada tubuhnya, namun jiwa, mental atau batinnya yang sakit. Hal ini menimbulkan rasa ketakutan, kecemasan, malu, hilangnya kepercayaan diri, bahkan paling parah bisa saja korban melakukan kegiatan menyakiti tubuhnya sendiri bahkan bunuh diri.
c. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual yaitu kekerasan dimana adanya paksaan untuk melakukan hubungan seksual secara tidak wajar atau tidak disukai oleh salah pihak. Kekerasan ini biasanya korbannya adalah perempuan atau istri, faktor penyebabnya terjadi karena suami selalu merasa mempunyai hak dan istri wajib untuk memenuhi nafsu seksual suami. Sehingga hal ini dianggap wajar karena itulah yang harus dilakukan istri terhadap suami, padahal hubungan seksual tentunya harus berjalan dengan persetujuan kedua belah pihak dan tanpa melakukan kekerasan didalamnya.[footnoteRef:37] [37:  Agung Budi Santoso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan: Prespektif Pekerjaan Sosial. Jurnal Pengembangan Masyarakat.2019. Vol 1 No 10.hlm 44] 

d. Penelantaran rumah tangga.
Penelantaran rumah tangga terjadi ketika seseorang, khususnya suami, tidak memenuhi tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anaknya. Namun tidak hanya disebut sebagai memberi uang atau nafkah namun juga penelantaran bisa diartikan jika tidak memberikan kasih sayang, memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Ketentuan Pasal 9 UU PKDRT menyebutkan bahwa penelantaran rumah tangga, yang juga dikategorikan sebagai kekerasan ekonomi, terjadi ketika seseorang lalai atau sengaja mengabaikan kewajiban hukumnya untuk memberikan nafkah, perawatan, dan pemeliharaan. Lebih lanjut, penelantaran mencakup upaya mengekang kemandirian ekonomi korban melalui pembatasan atau pelarangan untuk bekerja, sehingga menciptakan ketergantungan finansial pada pelaku.[footnoteRef:38] [38:  Oktir Nebi, Yudi Anton Rikmadani, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Teori Perlindungan Hukum, 2021, hlm 29.] 

C. [bookmark: _Toc208211523][bookmark: _Toc208272850][bookmark: _Toc210110667][bookmark: _Toc219183647]Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice Prespektif Hukum Islam (MAQASID SYARI’AH)
1. Keadilan Restorative Dalam Hukum Islam, Serta Perbedaan dengan Keadilan Retributif
Dalam ajaran Islam, penyelesaian perkara pada dasarnya lebih diutamakan melalui jalan damai dan musyawarah antara pihak-pihak yang berselisih tanpa harus langsung membawa kasus tersebut ke pengadilan. Kekurangan yang ada dalam sistem peradilan konvensional di Indonesia sebenarnya telah lama diantisipasi oleh prinsip hukum Islam, yaitu dengan anjuran untuk tidak tergesa-gesa menyerahkan persoalan ke ranah litigasi. Islam menekankan pentingnya sikap memaafkan, karena pemaafan dipandang sebagai inti dari ketakwaan. Oleh sebab itu, setiap permasalahan dianjurkan untuk diselesaikan dengan cara yang damai, bijaksana, dan penuh kearifan di antara pihak-pihak yang terlibat sengketa.
Dalam perspektif hukum Islam, doktrin pemaafan dipandang sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian perkara yang dinilai lebih ideal dalam mencapai tujuan pemidanaan. Melalui adanya pemaafan, proses penyelesaian kasus dapat memberikan keadilan yang seimbang bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Konsep ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menitikberatkan pada pemulihan dan keseimbangan, bukan semata-mata pada pembalasan.[footnoteRef:39] [39:  Syaibatul Hamdi, M.Ikhwan,dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice, MAQASIDI Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol 1 No 1, 2021, hlm 81-82] 

Perdamaian dalam islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surah Al- Hujurat ayat 9 :
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
Artinya : “Apabila terdapat dua kelompok orang beriman yang saling bertikai, maka diperintahkan untuk mendamaikan mereka. Namun, bila salah satu pihak berlaku zalim terhadap pihak lainnya, maka harus diperangi hingga ia kembali pada ketentuan Allah. Setelah pihak tersebut kembali, kedua golongan harus didamaikan dengan penuh keadilan, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat:9)
Restorative justice lahir sebagai kritik terhadap teori retributif yang berfokus pada pembalasan dan teori neo-klasik yang menekankan kesetaraan antara tindak pidana dan sanksi. Dalam teori retributif, dasar pemidanaan ditentukan oleh alasan mengapa hukuman dijatuhkan. Dengan demikian, sanksi pidana dipahami sebagai bentuk pembalasan yang bersifat reaktif terhadap suatu tindak kejahatan. Hukuman dianggap sebagai penderitaan yang sengaja diberikan kepada pelanggar. Hal ini sejalan dengan pendapat J.E. Jonkers yang menegaskan bahwa sanksi pidana berfokus pada hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan.
Berbeda dengan itu, konsep sanksi tindakan berpijak pada pertanyaan “untuk apa pemidanaan dijatuhkan”. Jika dalam teori retributif hukuman dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera melalui penderitaan, maka sanksi tindakan lebih diarahkan pada upaya perbaikan perilaku. Tujuannya bersifat mendidik, memberi bantuan agar pelanggar dapat berubah, serta sekaligus berorientasi pada perlindungan masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.[footnoteRef:40]  [40:  Mira Maulidar, Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Pidana Hukum Islam, AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol 13 No 2, Desember 2021,hlm 147] 

2. Penekanan Pada Pemulihan Hubungan Dan Perbaikan Pelaku
Setelah korban mengalami kekerasan, mereka memiliki hak untuk mendapatkan upaya pemulihan guna memulihkan kondisi fisik dan psikis. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat tidak memberi stigma negatif terhadap korban karena hal tersebut dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. Pemerintah bersama lembaga kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan, yang harus dilakukan secara terkoordinasi antara tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
Pemulihan ini mencakup pelayanan kesehatan, pendampingan, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi. Berikut penjelasan singkatnya:
a. Pelayanan Kesehatan: Korban mendapatkan perawatan medis dari tenaga kesehatan. 
b. Pendampingan korban: Mendampingi korban melalui sesi konseling untuk membantu pemulihan emosional
c. Konseling: Dilakukan oleh tenaga ahli untuk membantu korban memahami dan mengatasi masalah psikologinya.
d. Bimbingan Rohani: Memberikan arahan spiritual untuk memperkuat keimanan sesuai kepercayaan korban.
e. Resosialisasi: Membantu korban kembali berfungsi secara social melalui dukungan dari lembaga sosial. 
Kerja sama antara instansi pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pemulihan berjalan efektif.[footnoteRef:41] [41:  Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin. Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban KDRT, Jurnal Ilmiah MUQODDIMAH, Vol 3 No 1, Februari 2019] 

3. KDRT Prespektif Hukum Islam
Secara istilah, dalam jinayah mengacu pada berbagai pelanggaran hukum dalam syariat islam. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa jinayah adalah tindakan yang dilarang oleh syariat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, atau hal lainnya. Menurut Sayyid Sabiq, jinayah mencakup semua bentuk tindakan yang dilarang oleh aturan syariat. Kedua definisi ini menekankan bahwa jinayah meliputi segala bentuk perbuatan yang menimbulkan bahaya terhadap lima aspek penting yang dijaga oleh hukum Islam, yaitu agama, jiwa, akal, harga diri (kehormatan), dan harta benda.
Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan ajaran Islam, yang melarang menyakiti orang lain, baik fisik maupun verbal. Ini termasuk tindakan seperti memukul, mencela, dan menyakiti perasaan pasangan, yang semua dianggap haram.
Dalam pandangan Madzhab Hanafi, pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istri memiliki batasan yang sangat ketat dan hanya diperbolehkan setelah tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Islam telah dilalui. Tahapan-tahapan ini meliputi:
a. Memberi nasihat: Suami harus terlebih dahulu memberi nasihat dengan cara yang baik dan bijaksana
b. Pisah ranjang: Jika nasihat tidak diindahkan, suami dapat memilih untuk memisahkan diri dari istri sebagai bentuk sanksi yang lebih halus.
Pemukulan hanya diperbolehkan sebagai langkah terakhir, itu pun dengan syarat- syarat tertentu: 
a. Tidak boleh mencederai: Pemukulan yang dilakukan tidah boleh bersifat melukai atau mencederai fisik istri.
b. Dilakukan dengan cara terbatas: Dalam kasus ini, pemukulan hanya dilakukan dengan tujuan mendisiplinkan, bukan untuk menghukum atau melampiaskan amarah.
Al-Maraghi dalam penafsirannya memaknai kata dharaba dalam artian memukul secara fisik. Al-Maraghi juga menjelaskan bahwa pukulan tersebut tidak dengan kekerasan (ghair mubarrah), atau tidak pula sampai menyakiti (ghair al-muadzzi’ iza’ syadid) seperti memukul dengan tangan. Pada bagian akhir penafsirannya, al-Farra’ mengutip hadis yang berbunyi: “Janganlah di antara kalian memukul istrinya sebagaimana memukul unta di pagi hari, dan tidur dengannya di penghujung hari. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan saya yang memukul lebih baik dati kalian untuk keluarganya”.
Berdasarkan pemaparan penafsiran beberapa mufasir tersebut atas kata dharaba dalam Q.S An-Nisa: 34 bahwa secara umum para mufasir menafsirkan dharaba dalam Q.S An-Nisa: 34 dengan makna memukul dalam artian yang sebenarnya atau memukul secara fisik. Hanya saja, para mufasir menekankan bahwa pukulan dalam hal tersebut tidak boleh sampai menyakiti (ghayr mubarrah), tidak dengan keras (syadid) dan tidak pula memukul sampai menguras tenaga (syaq).
Hukum Pemukulan yang Melampaui Batas
Apabila suami melakukan kekerasan fisik yang melampaui batas, seperti menyebabkan cedera atau luka pada istrinya, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan syariat Islam, tetapi juga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadilan. Islam sangat menekankan keadilan dan hak-hak pasangan dalam rumah tangga, sehingga kekerasan yang melampaui batas ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak istri dan diadili sesuai hukum Islam maupun hukum negara.[footnoteRef:42] Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 34 : [42:  Khairatun Hisan (dkk.), Penal In Resolving Domestic Violence Cases : Perspectives from Positive Law and Islamic Jurisprudence towards Restoring Justice.  Al- FIQH Islamic Law Journal, 2024. Vol 3 No. 1. hlm 16,17] 

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا
Artinya :	
“Allah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan karena keutamaan yang diberikan kepada mereka serta kewajiban memberi nafkah. Perempuan salehah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga kehormatan diri saat ditinggal suami. Jika seorang istri dikhawatirkan bersikap nusyuz, maka suami diperintahkan menasihati, menjauhkan diri di tempat tidur, dan bila perlu memberi tindakan. Tetapi jika ia kembali taat, suami tidak boleh mencari cara untuk menyusahkannya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

Dalam Q.S. An-Nisa: 34 sering dipahami sebagai pembenaran untuk memukul istri, padahal ayat ini sebenarnya diikat oleh syarat-syarat ketat dan harus dipahami dalam konteks nilai keadilan islam. Ayat tersebut memuat tiga langkah dalam menangani konflik rumah tangga: memberi nasehat, menjauhkan diri dari tempat tidur , dan sebagai opsi terakhir daraba yang dimaknai secara simbolik, bukan untuk melukai. Teladan Nabi Muhammad SAW justru menegaskan larangan kekerasan dalam rumah tangga. Beliau tidak pernah memukul istri-istrinya dan menegaskan bahwa “orang terbaik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya (H.R Tirmidzi).
Sercara prinsip, islam tidak membenarkan kekerasan dan pelecehan dalam hubungan, termasuk dalam rumah tangga. Islam hanya membolehkan tindakan tertentu, seperti pemukulan ringan, dalam situasi yang sangat spesifik dan terbatas, yaitu untuk tujuan edukasi (ta’dib) dan perbaikan hubungan. Namun, jika tindakan ini melampaui batas atau menimbulkan kerugian, maka hukumnya kembali menjadi haram. Kekerasan yang melampaui batas dianggap sebagai bentuk kejahatan dalam islam, dan kejahatan adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, segala tindakan dalam rumah tangga harus sesuai dengan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tujuan utama syariat, yaitu menjaga keharmonisan dan kesejahteraan.[footnoteRef:43] [43:  Yani Andriyani, Wasman, dkk. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 11 September 2023, hlm 194-195] 

Dalam hukum pidana Islam, aspek materiil berkaitan dengan perbuatan yang secara syariat telah digariskan sebagai tindak pidana. Allah SWT selaku pembuat hukum telah menetapkan sejumlah perbuatan yang termasuk kategori kejahatan, seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan atau kekerasan seksual. Dalam konteks rumah tangga, ketimpangan relasi antara suami dan istri sangat berpotensi memunculkan tindakan kekerasan, terutama terhadap pihak istri. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik suami istri kerap bermuara pada kekerasan, baik fisik maupun psikis. Islam sendiri menekankan agar suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik (mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, dipandang sebagai perbuatan tercela dan tergolong tindak pidanaTerlebih lagi apabila seorang suami menyakiti istrinya hingga menimbulkan luka, maka jelas hal tersebut termasuk dalam kategori kekerasan terhadap istri.[footnoteRef:44] [44:  Bustanul Arifin, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam,  Jurnal Hukum Dan Syari’ah, Vol 8 No 2, 2016, hlm 116 ] 

4. Konsep Umum Maqasid Syari’ah
a. pengertian Maqasid Syari’ah
Secara bahasa maqasid syari’ah terdiri dari dua kata, maqasid yang merupakan bentuk jama’ dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan dan syari’ah yang berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan pula sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara terminologis, maqasid syari’ah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat pula dipahami sebagai tujuan-tujuan dari Allah SWT. dalam menggariskan ajaran Islam.[footnoteRef:45] [45:  Moh. Nasuka. Maqasid syari’ah Sebagai Dasar Pengembangan Sistem praktik dan produk. Jurnal Syariah Dan Hukum Islam. Vol 15 no 1. Juni 2017 hlm 2] 

Menurut Ridwan Jamal, arti syari’ah dalam hal ini tampaknya terdapat hubungan dalam kandungan makna antara syari’ah dan air yaitu keterkaitan antara cara dan tujuan. Pengaitan syari’ah dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentignya syari’ah dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimpulkan. [footnoteRef:46] [46:  Ridwan jamal. Maqasid Syari’ah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian” Jurnal Al-Syir’ah Vol 8 no.1 hlm 2] 

Adapun tujuan umum dari adanya permberlakuan syari’ah sejatinya untuk memberikan kemakmuran dalam kehidupan yang ada di bumi, menjaga ketertiban yang ada di dalamnya, menjaga stabilitas alam dengan penuh rasa tanggung jawab guna mewujudkan lingkungan yang sehat, serta senantiasa untuk berlaku adil supaya dapat memberikan manfaat bagi seluruh makhluk di bumi. Dengan demikian, inti dari maqasid syari’ah sebenarnya mengarah pada pencetusan hukum syariat dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat.
b.  Konsep Maqasid syari’ah
Konsep maqasid syari’ah dalam hukum Islam klasik meliputi tiga diberlakukansecara hirarkis atas dasar pertimbangan kedaruratan. 
Hirarki tersebut dikelompokan menjadi tiga, yaitu ad-daruriyat (tujuan-tujuan primer), al-hajiyat(tujuan-tujuan sekunder), dan at-tahsiniyat (tujuan-tujuan tersier). Adapun untuk ad-daruriyat dibagi lagi menjadi lima, yaitu ḥifẓ ad-dīn (memelihara agama), ḥifẓ an-nafs (memelihara jiwa), ḥifẓ al-mal (memelihara harta) ḥifẓ al-‘aql (memelihara akal), dan ḥifẓ an-nasl (memelihara keturunan). Sebagian ulama menambah ḥifẓ al-‘irad (menjaga kehormatan).[footnoteRef:47]  [47:  Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar Maqasid Syari’ah (Jakarta:Amzah.2013) hlm 8] 

	Ḥifẓ al-Dīn adalah tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan agama, baik dalam aspek akidah, ibadah, maupun kebebasan menjalankan ajaran agama tanpa paksaan atau penistaan.[footnoteRef:48] [48: Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.] 

Ḥifẓ al-Nafs adalah tujuan syariat untuk melindungi jiwa dan keselamatan manusia dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan tindakan yang menghilangkan atau membahayakan nyawa, baik secara fisik maupun psikis.[footnoteRef:49] [49:  Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah, Juz II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 8] 

Ḥifẓ al-‘Aql adalah tujuan syariat untuk menjaga akal manusia agar tetap sehat dan berfungsi secara optimal sebagai sarana memahami hukum, dengan melarang segala hal yang merusak akal.[footnoteRef:50] [50:  Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt, Juz II, hlm. 10] 

Ḥifẓ al-Nasl adalah tujuan syariat untuk menjaga keberlangsungan dan kejelasan keturunan melalui hubungan yang sah serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga dan anak.[footnoteRef:51] [51:  Abū Ḥāmid al-Ghazālī, al-Mustaṣfā, Juz I, hlm. 287] 

Ḥifẓ al-Māl adalah tujuan syariat untuk menjaga harta benda agar diperoleh dan digunakan secara sah serta terlindungi dari perampasan, penipuan, dan penyalahgunaan.[footnoteRef:52] [52:  Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt, Juz II, hlm. 12	] 

Ḥifẓ al-‘Irḍ adalah tujuan syariat untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia dari tuduhan palsu, kekerasan seksual, serta perlakuan yang merendahkan harkat dan harga diri.[footnoteRef:53] [53:  Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 66–67] 

Dalam konsep maqasid syari’ah ini, ad-daruriyat atau tujuan-tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya, akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan manusia untuk melakukan ibadah. Kemudian dalam al-hajiyat atau tujuan-tujuan sekunder didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori ad-daruriyat. Selanjutnya pada at-tahsiniyat atau tujuan-tujuan tersier didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat untuk memperindah proses perwujudan kepentingan ad-daruriyat dan al-hajiyat. Ketiadaan at-tahsiniyat ini tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika.[footnoteRef:54] [54:  Retna Gunanti. “ Maqasid al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dan Hukum Islam)” Jurnal Himayah Vol 2 no 1 hlm 103-104] 

c. Konsep Maqasid Syari’ah Jasser Auda
	Jasser Auda terkenal sebagaiulama kontemporer yang telah memberikan sumbangsih dalam pengembangan maqasid syari’ah. Kajian mendalam mengenai maqasid syari’ah yang dilakukan oleh Jasser Auda menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud disini adalah suatu pengetahuan yang mempelajari tentang kesatuan komponen yang bertujuan untuk mempermudah aliran informasi. Materi serta energi guna mencapai tujuan tertentu. Jasser Auda menggunakan sifat pendekatan sistem yang saling berkaitan diantaranya adalah sifat kognitif (kognitif nature), keutuhan (wholeness) , keterbukaan (oppeness) , hirearki atau tingkatan yang saling berkaitan (interelated hierearcky) , multimendionanalitas (multidimentiotionality) , dan juga kebertujuan (purposefulness).[footnoteRef:55] [55:  Retna Gunanti. “ Maqasid al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dan Hukum Islam)” Jurnal Himayah Vol 2 no 1 hlm 109-115] 
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[bookmark: _Toc208211524][bookmark: _Toc208272851][bookmark: _Toc210110668][bookmark: _Toc219183648]BAB III
[bookmark: _Toc208211525][bookmark: _Toc208272852][bookmark: _Toc210110669][bookmark: _Toc219183649]METODOLOGI PENELITIAN
A. [bookmark: _Toc208211526][bookmark: _Toc208272853][bookmark: _Toc210110670][bookmark: _Toc219183650]Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
[bookmark: _Hlk219181096]Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menjelaskan atau menggambarkan suatu hal yang dikaji, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi berdasarkan fakta, agar mudah dipahami dan memberikan informasi apa adanya sesuai dalam lapangan yang didapatkan melalui penelitian langsung melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi[footnoteRef:56]. Secara lebih rinci penulis akan mengkaji sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Polres Kabupaten Banjarnegara. Dengan adanya penelitian lapangan ini untuk mencari pemahaman tentang restorative justice bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan di Polres Kabupaten Banjarnegara yang bekerjasama dengan kepolisian sebagai lembaga yang berwenang untuk menjamin keamanan dan hak mereka. [56:  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, Pres, 2005), hlm. 51.] 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian secara rinci sekaligus menganalisisnya guna memperoleh kesimpulan yang dapat  berlaku secara umum. Pendekatan ini tidak hanya memaparkan data atau fakta yang ada, tetapi juga mengkaji hubungan, pola, atau makna dari data tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait masalah yang diteliti.[footnoteRef:57] [57:  Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1986),  hlm 3] 

2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam kajian hukum, penelitian normatif atau normative law research dipahami sebagai penelitian yang mempelajari hukum dalam bentuk norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat serta dijadikan pedoman perilaku bagi setiap individu. Sementara itu, penelitian hukum empiris atau empirical law research yang sering juga disebut penelitian hukum sosiologis, berfokus pada kajian hukum sebagai perilaku nyata (actual behavior) dalam kehidupan sosial. Hukum dalam konteks ini dipandang sebagai gejala yang hidup di tengah masyarakat, meskipun tidak selalu tertulis, dan tercermin dalam praktik hubungan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari.[footnoteRef:58] [58:  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Juni, 2020), hlm 79] 

B. [bookmark: _Toc219183651]Sumber Data Penelitian
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama atau subjek penelitian, biasanya melalui metode seperti wawancara, kuesioner, observasi, atau diskusi langsung. Data ini dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga relevan dan spesifik untuk penelitian tersebut.[footnoteRef:59] [59:  Winarto Surakhmad,Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito 1994), hlm 134] 

2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, seperti buku, laporan, jurnal, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan lainya. Data ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi analisis data primer. Peneliti mengolah data sekunder melalui proses membaca, mencatat, dan menelaah isi literature, kemudian merumuskanya sesuai dengan kerangka teori yang relevan untuk mendukung pembahasan penelitian.[footnoteRef:60] [60:  Jhony Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm 295] 

Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitin ini yaitu buku-buku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, KUHP Baru, Perkap Nomor 8 Tahun 2021, Kaidah-Kaidah Fiqh, dan catatan tambahan untuk melengkapi sumber data.
C. [bookmark: _Toc208211527][bookmark: _Toc208272854][bookmark: _Toc210110671][bookmark: _Toc219183652]Setting Penelitian (Tempat dan Waktu Penelitian)
1. Tempat penelitian
Tempat penelitian dalam penelitian ini yaitu Polres Kabupaten Banjarnegara yang beralamat di Jl. Pemuda No.39, Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
2. Waktu Penelitian
Waktu Penelitian ini adalah akan dilaksanakan pada Tahun 2024
D. [bookmark: _Toc208211528][bookmark: _Toc208272855][bookmark: _Toc210110672][bookmark: _Toc219183653]Subjek Dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian
Subyek penelitian merujuk pada individu, lokasi, atau objek yang diamati untuk tujuan penelitian. Dalam konteks tulisan ini, subyek penelitian ada dua orang narasumber yang berada di Kanit IV PPA Ditreskrimum Kabupaten Banjarnegara, yang merupakan lembaga berwenang menjamin keamanan dan hak mereka.
2. Objek penelitian
Menurut Sugiyono, objek penelitian adalah sasaran untuk mengumpulkan data yang objektif, valid, dan reliabel.[footnoteRef:61] Dalam tulisan ini, objek penelitian meliputi penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga, peran kepolisian Kabupaten Banjarnegara dalam menangani kasus tersebut, serta upaya kepolisian untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. [61:  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta), 2008] 

E. [bookmark: _Toc208211529][bookmark: _Toc208272856][bookmark: _Toc210110673][bookmark: _Toc219183654]Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi, yaitu dilakukan di Polres Kabupaten Banjarnegara adalah mengamati semua aspek yang berkaitan dengan peran Polres Banjarnegara. Observasi ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati beberapa kegiatan rutin yang dilakukan dilokasi penelitian, serta mengamati kinerja dan fasilitas standar yang dimiliki oleh Polres Kabupaten Banjarnegara.
2. Wawancara merupakan salah satu metode komunikasi verbal yang melibatkan antara dua pihak atau lebih, dimana tujuannya adalah memperoleh informasi dari dua narasumber yaitu Bripka Joko Ari Susanto, S.H dan Brigadir Amelia Feriska, S.H kanit IV PPA Ditreskrimum polres Banjarnegara. Informasi yang dicari biasannya berkaitan dengan pandangan, pemikiran, atau pengetahuan narasumber tentang Problematika yang ada di Polres Kabupaten Banjarnegara.
3. Dokumentasi, berasal dari kata “dokumen” yang merujuk pada barang-barang tertulis atau rekaman lain yang memiliki nilai informasi. Dalam penelitian, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menyelidiki berbagai jenis sumber. Seperti buku, majalah, dokumen resmi, peraturan, undang-undang, notulen rapat, catatan harian, hingga simbol-simbol atau benda peninggalan sejarah. Dokumentasi juga mencakup data berbentuk visual seperti foto, lampiran, atau arsip lainya. Proses ini dilakukan secara sengaja untuk memperkuat dan mendukung hasil penelitian dengan bukti yang konkret dan terverifikasi.[footnoteRef:62] [62:  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan .hlm 334] 

F. [bookmark: _Toc208211530][bookmark: _Toc208272857][bookmark: _Toc210110674][bookmark: _Toc219183655]Metode Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data guna memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang didasarkan pada wawancara, pengamatan, dan sumber lainnya. Langkah-langkah analisis mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi yakni :
1. Reduksi data adalah proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, merangkum, dan memilah data menjadi bagian-bagian yang lebih terfokus. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep, kategori, dan tema yang relevan dari data yang telah dikumpulkan, sehingga memepermudah dalam menarik kesimpulan yang lebih mendalam dan bermakna. Sehingga, hasil reduksi yang telah dipilah kemudian diorganisasikan secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk menonjolkan informasi yang relevan. Setelah data disederhanakan, hasilnya dapat diolah dalam bentuk yang lebih ringkas. Misalnya dengan membuat sketsa, sinopsis, atau matriks.[footnoteRef:63] [63:  Saat Sulaiman, Mania Siti. Pengantar Metodologi Penelitian. Gowa: Pusaka Almaida ] 

2. Penyajian data menurut Miles & Huberman adalah proses menyusun  informasi dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam Penelitian kualitatif, penyajian data bisa berbentuk teks naratif, seperti catatan lapangan, serta matriks, grafik, jarangan, bagan, atau tabel. untuk memberikan gambaran menyeluruh atau menyoroti bagian tertentu. Bentuk- bentuk penyajian ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang relevan. Pada tahap ini, peneliti menggabungkan informasi sehingga dapat memudahkan apa yang terjadi dan dapat ditarik kesimpulan ataukah sudah cukup atau akan dilakukan analisa kembali.[footnoteRef:64] [64:  Ahmad Rijali,Analisis Data Kualitatif, Jurnal Al Hadharah,Vol 17 No 33, 2018,hlm 94] 

3. Miles & Huberman menegaskan bahwa penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan proses berkesinambungan yang telah berlangsung sejak tahap pengumpulan data. Peneliti dituntut untuk menelaah makna, mengidentifikasi pola-pola yang konsisten, serta menyusun konfigurasi, penjelasan, hubungan kausalitas, dan proposisi berdasarkan temuan data. Kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sementara dan terbuka untuk revisi. Proses ini bersifat fleksibel dan skeptis, namun seiring berjalannya waktu, kesimpulan tersebut akan semakin jelas, lebih rinci, dan lebih kokoh.[footnoteRef:65]  [65:  Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, hlm 94] 
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[bookmark: _Toc208211532][bookmark: _Toc208272859][bookmark: _Toc210110676][bookmark: _Toc219183657]PROBLEMATIKA RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus di Polres Banjarnegara)
A. [bookmark: _Toc208211533][bookmark: _Toc208272860][bookmark: _Toc210110677][bookmark: _Toc219183658]Profil Polres Banjarnegara
1. Gambaran Umum Polres Banjarnegara
Gambar 1
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Sumber : Diambil saat wawancara pada tanggal 28 Agustus 2024.
Polres Banjarnegara adalah Kepolisian Resor yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebagai bagian dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), Polres Banjarnegara memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban keamanan di daerah tersebut.
Sejarah Polres Banjarnegara tidak terlepas dari perkembangan Polda Jateng. Menurut sumber, Polda Jateng telah mengalami perbubahan sejak periode 17 Desember 1949, mencerminkan dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam penegakkan hukum di wilayah Jawa Tengah.[footnoteRef:66] [66:  https://repository.umy.ac.id/	] 

Institusi ini dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), yang dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) serta beberapa kepala bagian (Kabag) dan kepala satuan (Kasat). Kantor Polres Banjarnegara berlokasi di Jalan Pemuda No. 39, Banjarnegara, tepatnya di wilayah Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
Sebagai bagian dari Polda Jateng, Polres Banjarnegara berperan dalam berbagai operasi dan kegiatan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Misalnya, pada tahun 2024, Polres Banjarnegara menggelar Operasi Zebra Candi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayahnya.[footnoteRef:67] [67:  Banjarnegarakab.go.id] 

Polres Banjarnegara memiliki wilayah hukum yang mencakup seluruh area administratif Kabupaten Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terdiri dari 20 kecamatan, yang terbagi menjadi 12 kelurahan dan 266 desa.
Dengan wilayah hukum yang luas, Polres Banjarnegara berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh kecamatan dalam lingkup tanggung jawabnya.
2. Visi Dan Misi Polres Banjarnegara
Adapun Visi Misi dari Polres Banjarnegara sebagai berikut :
Visi :
 “Menjadi Polres yang Profesional, Modern, dan Terpercaya dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.”
Visi Polres Banjarnegara ini bertujuan untuk menjadikan Polres Banjarnegara sebagai lembaga yang mampu menghadirkan pelayanan yang terbaikdan terpercaya bagi masyarakat, serta memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.
Misi :
a. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Profesional dan Adil
Polres Banjarnegara berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional,tegas, dan adil, serta memberikan rasa keadilan keadilan bagi masyarakat melalui proses hukum yang transparan.
b. Memberikan Pelayanan Kepolisian yang Cepat, Tepat, dan Responsif
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik dalam urusan administrasi maupun penanganan kasus.
c. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
Polres Banjarnegara berfokus pada upaya menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib di Kabupaten Banjarnegara, dengan melakukan patroli rutin, operasi, dan koordinasi dengan instansi terkait.
d. Meningkatkan Kerja Sama dengan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan
Polres Banjarnegara mengedepankan pendekatan humanis dan bersinergi dengan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban.
e. Meningkatkan Kompetensi Personel dan Teknologi Kepolisian
Polres Banjarnegara berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas personel melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta mengintegrasikan teknologi modern dalam operasional kepolisian untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
f. Membangun Polri yang Bebas Korupsi dan Transparan	
Polres Banjarnegara berkomitmen untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di internal Polri, serta memastikan transparansi dalam setiap kebijakan dan layanan kepada masyarakat.[footnoteRef:68] [68:  Polres Banjarnegara, “Visi dan Misi Polres Banjarnegara”, Banjarnegara.go.id] 

Dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun tindak pidana yang melibatkan anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Berikut adalah penjelasan mengenai tugas dan fungsi tersebut beserta sumber referensinya:
a. Tugas Pokok Polri
Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Polri meliputi:
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2) Menegakkan hukum.
3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks penanganan KDRT dan tindak pidana terhadap anak, tugas-tugas ini mencakup upaya pencegahan, penindakan, dan pendampingan korban untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum terpenuhi.
B. [bookmark: _Toc208211534][bookmark: _Toc208272861][bookmark: _Toc210110678][bookmark: _Toc219183659]Sejarah Unit PPA Polres Kabupaten Banjarnegara
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Banjarnegara merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, dan eksploitasi anak. Secara umum, pembentukan Unit PPA di kepolisian Indonesia didasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Peraturan ini mengatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi Unit PPA di tingkat pusat hingga daerah.[footnoteRef:69] [69:  E-Learning TPPO, Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007, e-learning.kemenpppa.go.id] 

Meskipun informasi spesifik mengenai sejarah pembentukan Unit PPA Polres Banjarnegara tidak tersedia dalam sumber yang ada, dapat diasumsikan bahwa unit ini dibentuk sejalan dengan peraturan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak di wilayah Banjarnegara.
Unit PPA Polres Banjarnegara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Misalnya, pada tahun 2017, Kanit PPA Satreskrim Polres Banjarnegara menghadiri rapat pleno Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk membahas upaya bersama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.[footnoteRef:70] [70:  Tribata News Jawatengah, Bersama Instansi Terkait Polres Banjarnegara, tribatanews.jateng.polri.go.id] 

 Selain itu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga berupaya meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut.[footnoteRef:71]  [71:  Dinsos PPPA, Banjarnegara Membangun Pusat PPA, dinsospppa.banjarnegara.go.id] 

Dengan adanya Unit PPA di Polres Banjarnegara, diharapkan penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih profesional, sensitif, dan efektif, sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Fungsi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Banjarnegara
Unit PPA merupakan unit khusus dalam struktur Polri yang bertugas menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk KDRT dan tindak pidana terhadap anak. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), fungsi Unit PPA meliputi:
1. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan.
2. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak.
3. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perlindungan dan penegakan hukum.
Unit PPA juga bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK), yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban selama proses pemeriksaan.[footnoteRef:72] [72:  E-learning TPPO, Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2007] 

Satreskrim Polres Banjarnegara adalah satuan di bawah Kepolisian Resor Banjarnegara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di bidang tindak pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus. Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) memiliki tugas utama dalam penyelidikan, penyidikan, serta pengungkapan berbagai kasus tindak kriminal, termasuk kejahatan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian, penganiayaan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.
Fungsi dan Tugas Utama Satreskrim Polres Banjarnegara:
1. Penyelidikan dan Penyidikan
a. Melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan fakta terkait dugaan tindak pidana.
b. Melaksanakan penyidikan lanjutan untuk menemukan pelaku dan mengumpulkan bukti.
2. Penanganan Kasus Kejahatan
a. Menangani kasus-kasus tindak pidana umum, termasuk KDRT, pelecehan seksual, dan kejahatan terhadap anak.
b. Melakukan pengamanan terhadap korban, khususnya dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Kerjasama dengan Pihak Lain
a. Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), lembaga perlindungan saksi, atau pendampingan hukum.
b. Memberikan perlindungan kepada korban dengan pendekatan yang humanis dan profesional.
4. Pencegahan Kejahatan
a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.
b. Memberikan edukasi tentang bahaya KDRT, kekerasan seksual, atau kejahatan lain.
Satreskrim Polres Banjarnegara merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hukum di wilayah hukum Banjarnegara, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Struktur organisasi Polres Banjarnegara terdiri dari beberapa bagian dan satuan yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi kepolisian di wilayah tersebut. Berikut adalah struktur umumnya:
1. Pimpinan
· Kapolres Banjarnegara: AKBP Erick Budi Santoso, S.H., S.I.K., M.H.
2. Bagian (Bag)
a. Bagian Operasi (Bag Ops): Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian.
b. Bagian Sumber Daya (Bag SDM): Mengelola sumber daya manusia, termasuk rekrutmen dan pelatihan.
c. Bagian Perencanaan (Bag Ren): Menyusun rencana strategis dan anggaran.
d. Bagian Logistik (Bag Log): Mengurus kebutuhan logistik dan peralatan kepolisian.[footnoteRef:73] [73:  Panrb, Polres Kabupaten Banjarnegara, sippn.menpan.go.id] 



3. Satuan (Sat)
a. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim): Menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.
b. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba): Fokus pada pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
c. Satuan Lalu Lintas (Satlantas): Mengatur dan mengawasi lalu lintas serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.
d. Satuan Intelijen dan Keamanan (Satintelkam): Melakukan kegiatan intelijen untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
e. Satuan Sabhara: Bertugas dalam pengendalian massa dan patroli rutin.
f. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas): Membina hubungan dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.[footnoteRef:74] [74:  Panrb, Polres Kabupaten Banjarnegara, sippn.menpan.go.id] 

4. Unit Pelayanan
· Unit Pelayanan SIM: Melayani penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
· Unit Layanan SKCK: Melayani penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).[footnoteRef:75] [75:  Poldajateng, Struktur Organisasi, jateng.polri.go.id] 

Struktur organisasi Polres Banjarnegara ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian berjalan secara efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Dengan pembagian tugas yang jelas di setiap bagian, satuan, dan unit pelayanan, Polres Banjarnegara berkomitmen untuk menjaga keamanan, memberikan perlindungan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan prinsip profesionalisme dan keadilan. Hal ini juga mencerminkan upaya kepolisian dalam mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Banjarnegara.	
C. [bookmark: _Toc208211535][bookmark: _Toc208272862][bookmark: _Toc210110679][bookmark: _Toc219183660]Problematika Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus KDRT di Polres Banjarnegara
Berdasarkan data penanganan perkara di Polres Banjarnegara, jumlah kasus kekerasan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 56 kasus yang mayoritas merupakan kekerasan seksual. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 59 kasus dengan dominasi kekerasan seksual dan kekerasan psikis. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan total 81 kasus yang didominasi oleh kekerasan seksual dan kekerasan fisik dengan perkara yang diselesaikan retorative justice 10 dan lainnya dilanjutkan ke litigasi. Tren kenaikan tersebut berlanjut pada tahun 2024 dengan jumlah kasus mencapai 103 perkara.
Dari total 103 kasus yang ditangani pada tahun 2024, sebanyak 14 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice, sedangkan 89 perkara lainnya dilanjutkan ke proses litigasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice masih bersifat terbatas dan selektif, terutama diterapkan pada perkara-perkara tertentu yang memenuhi syarat normatif dan sosiologis.[footnoteRef:76] [76:  Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Banjarnegara] 

Penerapan Restorative Justice dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat, termasuk dalam proses penegakan hukum. Budaya patriarki tersebut memengaruhi legal culture, baik pada korban, pelaku, maupun aparat penegak hukum, sehingga keadilan restoratif berpotensi dimaknai sebagai sarana untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga semata, bukan sebagai mekanisme pemulihan hak dan martabat korban. Dalam praktiknya, korban KDRT yang mayoritas adalah perempuan yang sering kali berada pada posisi subordinat dan mengalami tekanan sosial maupun keluarga untuk menyetujui penyelesaian perkara melalui Restorative Justice, meskipun secara psikologis belum pulih atau masih berada dalam relasi kuasa yang timpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam perkara KDRT tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum berupa Perkap Nomor 8 Tahun 2021, tetapi juga sangat ditentukan oleh budaya hukum (legal culture) aparat dan masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam struktur keluarga.[footnoteRef:77] [77:  Lawrence M. Friedman, Law and Society: An Introduction, (New York: Prentice Hall, 1977), hlm. 15–16] 

1. Parameter Problematika  Penerapan Restorative Justice
a) Kelembagaan Hukum
Parameter: Struktur organisasii kepolisian dalam penanganan RJ, ketersediaan unit atau pejabat khusus RJ, Mekanisme koordinasi internal dan eksternal lembaga.
Secara kelembagaan, penerapan restorative justice masih menghadapi keterbatasan struktur organisasi yang secara khusus menangani penyelesaian perkara melalui restorative. Keadaan unit atau mekanisme kelembagaan yang permanen menyebabkan penerapan Restorative Justice sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaanya belum berjalan secara konsisten.[footnoteRef:78] [78:  Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Prespective, Russell Sage Foundation, New York, 1975. Hlm 14] 

b) Peraturan Perundang-undangan (Legal Substance)
Parameter: Kejelasan norma RJ dalam peraturan kepolisian, sinkronisasi dengan undang-undang sektoral, batasan jenis perkara yang dapat di RJ
Dari sisi substansi hukum, meskipun RJ telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, pengaturannya masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang tegas mengenai jenis perkara tertentu, khususnya perkara kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif.[footnoteRef:79] [79:  Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun  2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan  Keadilan Restorative, Pasal 3 dan 5] 

c) Penegak Hukum ( Legal Actors)
Parameter: Pemahaman aparat terhadap konsep RJ, profesionalisme dan pelatihan penyidik, sensitivitas terhadap korban dan pelaku
Faktor penegak hukum merupakan salah satu problematika utama dalam penerapan Restorative Justice. Keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif serta minimnya pelatihan khusus mengenai pendekatan berbasis korban menyebabkan penerapan Restorative Justice belum optimal dan cenderung bersifat selektif.[footnoteRef:80] [80:  Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm 8-10  ] 

d) Budaya Hukum (Legal Culture)
Parameter: Persepsi masyarakat terhadap penyelesaian damai, budaya hukum aparat penegak hukum, kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
	Dari aspek budaya hukum, masih berkembang pandangan di masyarakat dan di kalangan aparat penegak hukum bahwa penyelesaian perkara melalui jalur litigasi lebih mencerminkan keadilan dibandingkan mekanisme non-litigasi. Budaya hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan tersebut berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan dan keberhasilan penerapan Restorative Justice.[footnoteRef:81] [81:  Lawrence M. Friedman, Law and Society: An Introduction, Prentice Hall, New Jersey, 1977, hlm. 76] 

2. Kendala dalam Implementasi Restorative Justice Persepsi Masyarakat
Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah persepsi masyarakat terhadap pendekatan ini. Persepsi masyarakat memegang peran penting dalam mendukung atau menghambat keberhasilan restorative justice, namun kenyataannya, pemahaman masyarakat yang masih minim sering kali menjadi penghalang.
Masyarakat cenderung memiliki anggapan bahwa penyelesaian kasus melalui jalur hukum formal lebih adil dan tegas, sehingga pendekatan alternatif seperti restorative justice sering dianggap tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, stigma sosial terhadap korban KDRT juga menjadi kendala besar. Banyak korban yang enggan melanjutkan proses hukum atau mengikuti mekanisme mediasi karena khawatir akan pandangan negatif dari lingkungan sekitar, seperti dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau menjadi beban komunitas. Di sisi lain, masyarakat sering kali memiliki pandangan negatif terhadap pelaku KDRT, sehingga mereka sulit menerima proses mediasi yang dianggap terlalu lunak. Banyak yang mengharapkan hukuman berat bagi pelaku sebagai bentuk keadilan, tanpa mempertimbangkan potensi perubahan perilaku melalui pendekatan damai.[footnoteRef:82] [82:  Nugroho, Wahyu. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2 2020, 217-234.] 

Budaya patriarki yang masih kuat di Banjarnegara juga menjadi hambatan serius. Banyak yang menganggap KDRT sebagai urusan internal rumah tangga yang seharusnya tidak melibatkan pihak luar, termasuk aparat kepolisian. Sikap ini membuat proses restorative justice menjadi sulit diterapkan karena minimnya dukungan masyarakat untuk penyelesaian yang lebih terstruktur. Selain itu, faktor pendidikan dan ekonomi turut memengaruhi persepsi masyarakat. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan banyak orang tidak memahami manfaat jangka panjang dari restorative justice, sementara ketergantungan ekonomi korban pada pelaku membuat masyarakat lebih mendukung penyelesaian yang mengutamakan rekonsiliasi demi stabilitas keluarga, meskipun hal ini sering kali mengabaikan dampak psikologis pada korban.[footnoteRef:83] [83:  Wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto pada tanggal 04 September 2024] 

Terakhir, meskipun restorative justice memiliki prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal seperti musyawarah dan mufakat, dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian. Beberapa masyarakat merasa bahwa proses ini tidak memberikan efek jera yang memadai, sehingga tidak sesuai dengan harapan mereka terhadap keadilan. Semua kendala ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan penerapan restorative justice di Polres Banjarnegara.
3. Aspek Hukum dan Regulasi
Penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Banjarnegara melibatkan sejumlah aspek hukum dan regulasi yang memengaruhi efektivitasnya. Beberapa poin penting terkait aspek ini meliputi:
a. Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi pijakan hukum untuk melindungi korban KDRT. Dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan fisik di lingkup rumah tangga, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 huruf a, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).[footnoteRef:84] [84:  Undang-Undang No 23 Tahun 2004] 

Pasal 10 menyebutkan hak-hak korban, termasuk perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, dan konseling.
Pasal 50 memberikan ruang untuk penyelesaian damai dalam tindak pidana ringan, dengan catatan tidak mengabaikan hak-hak korban.
Namun, penerapan restorative justice sering dianggap bertentangan dengan tujuan UU PKDRT yang berorientasi pada perlindungan korban dan pemberian efek jera kepada pelaku. Dalam praktiknya, proses mediasi harus diawasi dengan ketat agar tidak menjadi alat untuk menekan korban secara tidak adil.[footnoteRef:85] [85:  Undang-Undang No 23 Tahun 2004.] 

b. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice
Surat Edaran ini memberikan pedoman kepada aparat kepolisian untuk menerapkan restorative justice dalam kasus-kasus tertentu, termasuk KDRT.
Beberapa poin penting yang diatur adalah: 
Pendekatan restorative justice dapat diterapkan jika korban dan pelaku sepakat untuk berdamai, terutama pada kasus ringan. 
Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan, mempercepat penyelesaian, dan memulihkan hubungan sosial. Namun, regulasi ini memiliki kelemahan karena tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan undang-undang, sehingga penerapannya sering kali dipertanyakan, terutama dalam kasus serius seperti KDRT.[footnoteRef:86] [86:  Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penerapan Restorative Justice.] 

Secara umum, SOP Restorative Justice di Polres Banjarnegara dilaksanakan melalui tahapan berikut :
1. Tahap penerimaan laporan dan klarifikasi awal
Penyidik menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat dan melakukan klarifikasi awal terhadap peristiwa pidana yang dilaporkan. Pada tahap ini, penyidik menilai apakah perkara memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui mekanisme restorative justice sesuai dengan ketentuan Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Tahap penilaian kelayakan Restorative Justice 
Penyidik menilai terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil Restorative Justice, antara lain tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, serta adanya pemulihan kerugian. Penilaian tersebut dilakukan melalui gelar perkara dan dilaporkan kepada atasan penyidik untuk memperoleh persetujuan.
3. Tahap mediasi dan musyawarah Restorative
Apabila perkara dinyatakan layak, penyidik memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku untuk melakukan musyawarah restoratif. Proses ini dilaksanakan secara sukarela, mengedepankan keseimbangan kepentingan para pihak, serta bertujuan untuk memulihkan keadaan korban dan hubungan sosial yang terganggu.
4. Tahap Kesepakatan Perdamaian
Hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tertulis yang memuat pernyataan saling memaafkan, bentuk pemulihan kerugian, dan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara Restorative Justice dan ditandatangani oleh korban, pelaku, dan penyidik
5. Tahap Penghentian Proses Penyidikan
Berdasarkan kesepakatan perdamaian dan persetujuan atasan penyidik, penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan pertimbangan Restorative Justice dan mendokumentasikan seluruh proses sesuai ketentuan administrasi penyidikan.[footnoteRef:87] [87:  Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/ll/2021 tentang Kesadaran Budaya Berkeadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana] 

Pemahaman anggota Polri terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polres Banjarnegara dilakukan melalui berbagai mekanisme institusional, antara lain sosialisasi internal, penyampaian arahan pimpinan, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara berbasis Restorative Justice. SOP tersebut disusun sebagai pedoman teknis bagi penyidik agar pelaksanaan keadilan restoratif berjalan sesuai dengan ketentuan normatif Perkap, khususnya terkait syarat formil dan materiil penghentian perkara berdasarkan pendekatan restoratif. Dengan adanya SOP tersebut, anggota Polri di Polres Banjarnegara tidak hanya memahami Perkap Restorative Justice secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara konsisten dalam praktik penanganan perkara pidana tertentu.
c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
KUHP sebagai dasar hukum pidana Indonesia lebih berorientasi pada penghukuman pelaku. Dalam konteks kasus KDRT, pendekatan ini sering kali menyulitkan implementasi restorative justice karena fokusnya pada represivitas hukum tanpa memberikan ruang besar untuk penyelesaian damai.[footnoteRef:88] [88:  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  khususnya pasal 351 tentang  penganiayaan ringan] 

d.  Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Perempuan dan Anak Indonesia telah meratifikasi:
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984, dan Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.
Kedua konvensi ini menekankan perlindungan hak-hak perempuan dan anak, yang harus menjadi prioritas dalam pendekatan restorative justice. Jika tidak diterapkan dengan hati-hati, pendekatan ini berpotensi mengabaikan perlindungan korban, khususnya perempuan dan anak.[footnoteRef:89] [89:  UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW dan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC] 

Tantangan dalam Aspek Hukum dan Regulasi
1) Minimnya Regulasi Khusus tentang Restorative Justice Saat ini, restorative justice di Indonesia lebih banyak diatur melalui kebijakan internal kepolisian, seperti SE Kapolri, yang bersifat teknis dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
2) Ketidaksinkronan antara UU PKDRT dan KUHP UU PKDRT memberikan ruang untuk mediasi, tetapi KUHP lebih berorientasi pada penghukuman. Hal ini menyebabkan dilema bagi aparat hukum dalam memilih pendekatan yang sesuai.
3) Kurangnya Pengawasan terhadap Proses Mediasi Belum ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa proses mediasi dalam restorative justice tidak merugikan korban, khususnya perempuan dan anak.
4) Minimnya Regulasi Lokal Polres Banjarnegara harus sepenuhnya mengacu pada kebijakan nasional karena belum ada regulasi daerah yang mendukung penerapan restorative justice secara kontekstual.
Berdasarkan wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto, anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banjarnegara, dijelaskan bahwa restorative justice dalam kasus tindak pidana memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi untuk memastikan keadilan tetap terjaga, terutama bagi korban. Bripka Joko menjelaskan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan jalur mediasi, karena terdapat aturan hukum yang membatasi agar mekanisme tersebut tidak disalahgunakan atau merugikan pihak korban. Ia menjelaskan bahwa batasan-batasan tersebut mencakup beberapa aspek penting yaitu :
1) Kasus dengan Kategori Tindak Pidana Ringan
Menurut Bripka Joko, hanya kasus-kasus tertentu yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan yang dapat dimediasi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice.[footnoteRef:90] Kasus-kasus ini biasanya memiliki ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun penjara, tidak menyebabkan korban jiwa, dan tidak ada dampak luka berat yang mengakibatkan kecacatan permanen. Bripka Joko menjelaskan, misalnya dalam kasus kekerasan ringan seperti pertengkaran rumah tangga yang hanya melibatkan penghinaan verbal atau kekerasan fisik ringan tanpa dampak luka serius, mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian. Namun, jika korban mengalami cedera berat atau terdapat indikasi kekerasan seksual, kasus tersebut harus diproses melalui jalur hukum formal.[footnoteRef:91] [90:  Iwan Adrianto. Konsep Penerapan Restorative Justice Oleh Penyidik Kepolisian, Janaloka Journal. Vol 2, 2023, hlm 261]  [91:  Wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto S.H pada tanggal 04 September 2024] 

2) Persetujuan Sukarela dari Korban
Bripka Joko menegaskan bahwa mediasi hanya dapat dilakukan jika korban memberikan persetujuan secara sukarela. Dalam konteks kasus KDRT, ini menjadi perhatian khusus karena korban, terutama perempuan atau anak-anak, sering berada dalam posisi rentan. Beliau menekankan pentingnya memastikan bahwa persetujuan ini diberikan tanpa adanya tekanan atau intimidasi, baik dari pihak keluarga, pelaku, maupun pihak lain. Menurutnya, dalam beberapa kasus yang ditangani, korban merasa terpaksa menyetujui mediasi karena adanya tekanan sosial atau anggapan bahwa melaporkan suami ke jalur hukum formal akan mencoreng nama baik keluarga. Bripka Joko menyatakan bahwa pengawasan independen sangat diperlukan untuk memastikan korban benar-benar memahami hak-hak mereka sebelum menyetujui proses mediasi.
Oleh karena itu, keberadaan pendamping korban, seperti dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), menjadi sangat krusial dalam proses ini.[footnoteRef:92] Pendamping tidak hanya berfungsi memberikan informasi hukum yang jelas kepada korban, tetapi juga menjadi pihak yang dapat memastikan bahwa mediasi tidak dijadikan alat kompromi terhadap kekerasan. [92:  Retno Puspitasari, “Peran Pendamping dalam Proses Mediasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan,” Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 5 No. 1 2021,hlm 66-68] 

3) Kasus yang Tidak Menyentuh Pelanggaran Serius terhadap Hak Asasi Manusia
Lebih lanjut, Bripka Joko menjelaskan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Contohnya adalah kasus perdagangan manusia, kekerasan seksual berat, atau pembunuhan. Beliau menekankan bahwa kasus-kasus ini bersifat berat dan berdampak luas, sehingga penyelesaiannya harus melalui jalur hukum formal untuk memastikan adanya efek jera dan perlindungan bagi korban.
4) Tidak Menimbulkan Dampak Sosial yang Besar
Bripka Joko juga menyebutkan bahwa kasus yang berpotensi memicu konflik sosial atau merusak ketertiban umum tidak boleh dimediasi. Contohnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan keluarga besar dan memicu konflik antar kelompok, mediasi justru dapat memperburuk situasi. Menurutnya, mediasi hanya bisa dilakukan pada kasus yang sifatnya personal dan tidak menimbulkan dampak luas di masyarakat.
5) Tidak Ada Pengulangan Tindak Pidana oleh Pelaku
Bripka Joko menambahkan bahwa mediasi hanya bisa dilakukan jika pelaku tidak memiliki riwayat melakukan tindak pidana serupa. Hal ini penting untuk mencegah pelaku memanfaatkan mediasi sebagai celah untuk lolos dari tanggung jawab hukum. Beliau memberikan contoh kasus di mana pelaku KDRT sebelumnya sudah pernah melakukan kekerasan, tetapi tetap mengulangi perbuatannya setelah mediasi dilakukan. Dalam situasi seperti ini, restorative justice tidak lagi efektif dan pelaku harus diproses melalui jalur hukum formal.[footnoteRef:93] [93:  Alifa Cikal Yuanita. Menelaah Konsep keadilan Hukum Teori John Rawls, Journal On Law, Vol 2 November 2022] 

a. Contoh Kasus KDRT yang Bisa Dimediasi
Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, pendekatan Restorative Justice (RJ) menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, dengan menekankan prinsip keadilan, partisipasi, dan pemulihan. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan Bripka Joko yang memberikan gambaran konkret tentang jenis kasus KDRT yang masih dapat diselesaikan melalui mediasi.[footnoteRef:94] Contohnya adalah kasus kekerasan psikis ringan, seperti penghinaan verbal yang tidak menyebabkan gangguan psikologis serius pada korban. Selain itu, kekerasan fisik ringan yang tidak menimbulkan luka berat atau cacat permanen juga dapat dipertimbangkan untuk mediasi. Namun, ia menegaskan bahwa kasus KDRT yang melibatkan kekerasan seksual, luka berat, atau korban anak-anak dengan dampak serius harus diproses melalui jalur hukum formal. [94:  Wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto, S. H Pada Tanggal 04 September 2024] 

b. Tantangan dalam Implementasi Restorative Justice
Bripka Joko juga mengakui bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam menerapkan batasan-batasan tersebut. Salah satunya adalah penentuan tingkat keseriusan kasus. Menurutnya, batas antara tindak pidana ringan dan berat sering kali bersifat subjektif, sehingga diperlukan kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada salah tafsir. Tantangan lainnya adalah tekanan sosial terhadap korban, terutama dalam kasus KDRT. Ia menyebutkan bahwa korban sering kali merasa tertekan untuk menerima mediasi karena norma sosial atau tekanan dari pihak keluarga, meskipun sebenarnya mereka ingin melanjutkan kasus ke jalur hukum formal.
Bripka Joko menekankan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus KDRT harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Proses mediasi harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan dan keselamatan korban, serta memastikan bahwa pelaku memiliki itikad baik untuk memperbaiki diri. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap korban yang memilih melaporkan kekerasan ke jalur hukum formal. Dengan pengawasan yang tepat, restorative justice dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tertentu, tanpa mengorbankan keadilan bagi korban.[footnoteRef:95] [95:  Wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto, S.H Pada Tanggal 04 September 2024] 

Berdasarkan kajian teori dalam Bab 2, restorative justice mengedepankan penyelesaian perkara di luar jalur formal dengan prinsip sukarela, keadilan restoratif, dan pemulihan hubungan sosial.[footnoteRef:96] Namun, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. [96:  Barda Nawawi Arief. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, 2012, Pustaka Magister, hlm 2. ] 

Sebagai penulis skripsi, pelaksanaan restorative justice dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pendekatan yang menarik namun penuh tantangan. Dari hasil wawancara dengan Brigadir Joko Ari Susanto, penulis melihat adanya upaya untuk memanfaatkan mekanisme mediasi guna memberikan solusi yang cepat dan mengurangi beban peradilan. Namun, batasan-batasan yang telah ditetapkan, seperti hanya pada tindak pidana ringan, persetujuan sukarela dari korban, serta tidak adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, menunjukkan bahwa restorative justice memerlukan penerapan yang sangat hati-hati.
Penulis menyimpulkan bahwa meskipun restorative justice memiliki potensi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa melibatkan proses hukum yang panjang, pendekatan ini tetap harus menempatkan korban sebagai prioritas utama. Dalam konteks KDRT, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak, saya melihat bahwa korban sering kali berada dalam posisi yang lemah. Tekanan sosial, budaya patriarki, dan ketergantungan ekonomi dapat membuat korban terpaksa menyetujui mediasi, meskipun mereka sebenarnya membutuhkan perlindungan hukum yang lebih tegas.
Selain itu, penulis berpandangan bahwa restorative justice tidak boleh menjadi "jalan pintas" untuk menghindarkan pelaku dari tanggung jawab hukum. Misalnya, jika pelaku memiliki riwayat kekerasan berulang atau mediasi hanya dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk lolos dari hukuman, hal ini justru dapat memperburuk situasi korban.[footnoteRef:97] Dalam kasus seperti ini, jalur hukum formal harus tetap menjadi prioritas untuk memberikan efek jera dan melindungi korban dari ancaman yang lebih besar. [97:  Wijayanti, Wuri. “Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Peradilan, vol. 7, no. 3, 2018, hlm. 401.] 

Penulis juga setuju dengan pandangan Brigadir Joko bahwa batas antara tindak pidana ringan dan berat sering kali sulit ditentukan secara objektif. Dalam praktiknya, perbedaan interpretasi bisa memengaruhi keputusan apakah suatu kasus dapat dimediasi atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan standar yang jelas untuk menentukan jenis kasus yang memenuhi syarat mediasi.[footnoteRef:98] Hal ini penting agar pendekatan restorative justice tidak disalahgunakan atau malah merugikan korban. [98:  Suprapto, Yusriyadi. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. Yogyakarta: Thafa Media, 2021, hlm. 133.] 

Sebagai penulis skripsi, penulis mencatat pentingnya edukasi kepada masyarakat, terutama bagi korban KDRT, agar mereka lebih memahami hak-hak mereka. Kurangnya pemahaman hukum sering kali membuat korban ragu atau bahkan takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dalam konteks ini, saya menilai bahwa program sosialisasi tentang hak-hak korban dan mekanisme restorative justice yang adil sangat diperlukan, khususnya di daerah pedesaan seperti Banjarnegara, di mana budaya patriarki masih cukup kuat. restorative justice dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan kasus KDRT tertentu, terutama yang bersifat ringan dan melibatkan itikad baik dari pelaku untuk berubah. Namun, pendekatan ini harus didukung dengan pengawasan ketat, perlindungan maksimal bagi korban, dan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan risiko reviktimisasi.[footnoteRef:99] Sebagai langkah pelengkap, integrasi antara pendekatan restorative justice dengan jalur hukum formal juga penting, sehingga solusi yang diambil benar-benar memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam menangani kasus KDRT. Hal ini berkesinambungan antara teori dan praktik, Melalui mekanisme keadilan restoratif, tercipta ruang dialog antara korban dan pelaku sehingga mendorong munculnya tanggung jawab dari pihak pelaku serta memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban. [99:  Afilianissa Puspaningtyas. Terwujudnya asas keadilan Dan Kepastian Hukum, RECIDIVE, Vol 13 No 2, 2023, hlm 221] 

4. Kekerasan Suami terhadap Istri di Wilayah Polres Banjarnegara
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu jenis kasus yang sering dilaporkan di wilayah hukum Polres Banjarnegara
Berikut ini adalah beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mendasar diakui :
a. Kekerasan fisik: Setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik. Termasuk pukulan, tendangan, atau tindakan lain yang melukai korban.
b. Kekerasan psikologis: Setiap tindakan, ucapan, atau perilaku yang menyebabkan dampak emosional negatif pada korban. Seperti ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, dsb. Hal ini berupa ancaman, penghinaan, atau manipulasi emosional yang terus -menerus.
c. Kekerasan seksual: Meliputi tindakan pelecehan seksual, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, atau ketika korban tidak menghendaki. Ini termasuk tindakan yang melibatkan cara hubungan seksual yang tidak sewajarnya.
d. Kekerasan ekonomi: Perbuatan yang menbatasi kebebasan seseorang (perempuan) untuk bekerja baik didalam maupun diluar rumah, atau yang mengeksploitasi kerja korban. Kekerasan ekonomi juga mencakup penelantaran, dimana anggota keluarga dibiarkan tanpa dukungan finansial atau sumber daya yang memadai.[footnoteRef:100] [100:  Rosma Alimi. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan. Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (Jppm). Vol. 2 No. 1.hlm 24] 

Berdasarkan catatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banjarnegara, kasus kekerasan terhadap istri menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pasca-pandemi. Faktor tekanan ekonomi dan perubahan dinamika social berkontribusi pada peningkatan kasus ini. Berikut adalah data kasus KDRT yang tercatat dalam tiga tahun terakhir:
1. Tahun 2021: Sebanyak 56 kasus dilaporkan, dengan mayoritas melibatkan kekerasan seksual
2. Tahun 2022: Angka pelaporan meningkat mencapai 59 kasus, kasus didominasi oleh kekerasan seksual dan kekerasan psikis
3. Tahun 2023: Hingga akhir tahun, laporan mencapai 81 kasus, yang didominasi oleh kekerasan seksual dan kekerasan fisik, dengan kasus yang diselesaikan menggunakan restorative justice 10 sisanya menggunakan litigasi
4. Tahun 2024: Meningkat dengan laporan mencapai 103 kasus yang mana kasus tersebut berhasil menggunakan restorative justice sebanyak 14 dan sisanya menggunakan litigasi
Data ini mencerminkan peningkatan tekanan ekonomi dan sosial yang memicu konflik rumah tangga dan kekerasan terhadap istri.[footnoteRef:101] [101:  Data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Banjarnegara] 

	Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Amelia Feriska, S.H., anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banjarnegara, dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kekerasan terhadap istri. Salah satu faktor yang paling sering ditemukan adalah tekanan ekonomi, terutama selama pandemi COVID-19. Brigadir Amelia menjelaskan bahwa pandemi telah membawa dampak yang sangat besar terhadap stabilitas ekonomi keluarga di wilayah Banjarnegara. Banyak kepala keluarga, khususnya yang bekerja di sektor informal seperti buruh harian atau petani, kehilangan mata pencaharian mereka. Kondisi ini memicu tekanan psikologis yang luar biasa pada suami, yang sering kali merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dalam situasi seperti ini, frustrasi dan stres yang tidak tertangani sering kali dilampiaskan dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal terhadap istri.[footnoteRef:102] [102:  Jovanka Yves Modiano, Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol 6 No 2, 2021. Hlm 136 ] 

Selain tekanan ekonomi, Brigadir Amelia juga menyoroti kuatnya pengaruh budaya patriarki yang masih mengakar di sebagian besar masyarakat Banjarnegara. Dalam budaya patriarki, peran suami sering kali dipandang sebagai otoritas utama dalam rumah tangga, sedangkan istri dianggap berada pada posisi yang lebih rendah. Norma sosial ini, menurut Brigadir Amelia, menjadi salah satu alasan mengapa tindakan kekerasan kerap dipandang sebagai hal yang "lumrah" atau bahkan sebagai bagian dari "mendisiplinkan" istri. Dalam banyak kasus yang ditangani oleh Unit PPA, ditemukan bahwa pelaku kekerasan sering kali tidak menyadari bahwa tindakan mereka adalah bentuk pelanggaran hukum, karena mereka menganggapnya sebagai bagian dari hak dan kewajiban mereka sebagai kepala keluarga.
Brigadir Amelia juga mengungkapkan bahwa ketergantungan finansial istri turut menjadi salah satu faktor penting dalam kasus-kasus kekerasan terhadap istri. Banyak perempuan di Banjarnegara yang tidak memiliki kemandirian ekonomi, baik karena kurangnya akses terhadap pendidikan maupun terbatasnya kesempatan kerja di daerah pedesaan. Ketergantungan ini membuat istri tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan. Brigadir Amelia menambahkan bahwa dalam beberapa kasus, korban merasa tidak memiliki jalan keluar karena khawatir tidak mampu menghidupi diri sendiri atau anak-anak mereka jika mereka meninggalkan suami.
Faktor terakhir yang disampaikan oleh Brigadir Amelia adalah kurangnya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan perempuan. Banyak perempuan di wilayah ini, khususnya di daerah pedesaan, tidak memahami hak-hak mereka sebagai individu maupun sebagai istri. Brigadir Amelia menjelaskan bahwa minimnya pengetahuan ini membuat para korban sering kali merasa ragu, takut, atau bahkan malu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dalam beberapa kasus, korban bahkan menganggap kekerasan yang mereka alami sebagai sesuatu yang harus diterima karena status mereka sebagai istri.[footnoteRef:103] [103:  Wawancara dengan Brigadir Amelia Feriska, S.H pada tanggal 04 September 2024] 

Menurut Brigadir Amelia, semua faktor ini saling berhubungan dan mencerminkan betapa kompleksnya persoalan kekerasan terhadap istri di Banjarnegara. Beliau menegaskan bahwa solusi untuk mengatasi masalah ini tidak bisa hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga harus mencakup pemberdayaan perempuan, penyuluhan hukum, dan upaya untuk mengubah norma-norma sosial yang mendukung terjadinya kekerasan. Pendekatan ini, jika diterapkan dengan tepat, dapat menjadi dasar bagi implementasi restorative justice yang lebih efektif dalam penanganan kasus-kasus KDRT.[footnoteRef:104] [104:  Wawancara dengan Brigadir Amelia Feriska, S.H pada tanggal 04 September 2024] 

Keseluruhan konsep teoritis tersebut menemukan relevansi yang kuat dalam data lapangan yang dipaparkan pada bab IV. Dari hasil wawancara dengan Unit PPA Polres Banjarnegara, terungkap bahwa kasus kekerasan terhadap istri tidak hanya disebabkan oleh faktor personal (seperti stress ekonomi), tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial seperti budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum. Fakta ini memperkuat urgensi penerapan pendekatan Restorative Justice. Sebagaimana dijelaskan dalam teori RJ pada bab II.[footnoteRef:105] [105:  Bayu Ardian Aminullah, Barda Nawawi Arief. Penerapan Mediasi Penal Dengan Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Meta Yuridis, Vol 3 No 1, 2020, hlm 79 ] 

 Penulis skripsi, berpandangan bahwa wawancara dengan Brigadir, memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap istri di Banjarnegara. Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi dan norma budaya yang ada di masyarakat. Tekanan ekonomi, terutama selama pasca pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa kondisi finansial yang tidak stabil dapat mempengaruhi dinamika rumah tangga. Frustrasi akibat kesulitan ekonomi sering kali dilampiaskan dalam bentuk kekerasan terhadap istri, yang menunjukkan adanya hubungan erat antara faktor ekonomi dan kekerasan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi KDRT harus mencakup upaya untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi keluarga, seperti meningkatkan akses terhadap peluang kerja dan pelatihan keterampilan, Terutama bagi individu yang menggantungkan hidupnya pada sektor informal.
Selain itu, dominasi budaya patriarki yang tetap tertanam di lingkungan sosial. Banjarnegara juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sebagai penulis, saya menilai bahwa norma sosial yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah di dalam rumah tangga memberikan ruang bagi terjadinya kekerasan. Dalam banyak kasus, suami merasa memiliki hak untuk mendisiplinkan istri dengan cara kekerasan, yang dianggap sebagai bagian dari peran otoritas mereka sebagai kepala keluarga. Untuk itu, perubahan norma sosial yang mengarah pada kesetaraan gender sangat penting dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.[footnoteRef:106] [106:  Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id] 

Ketergantungan finansial istri juga menjadi faktor kunci yang memperburuk situasi. Banyak perempuan di daerah pedesaan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi, yang membuat mereka sulit keluar dari hubungan yang penuh kekerasan. Penulis berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan, melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, sangat diperlukan untuk memberikan perempuan kemandirian dan pilihan untuk hidup lebih baik tanpa bergantung pada suami yang kasar.
Minimnya pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan perempuan juga menjadi masalah yang signifikan. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai hak-hak mereka, banyak perempuan yang merasa ragu atau takut untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dalam pandangan saya, edukasi hukum sangat penting agar perempuan dapat mengetahui hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang layak. Program penyuluhan yang lebih intensif tentang hak-hak perempuan dan mekanisme pelaporan kekerasan harus digalakkan, khususnya di wilayah pedesaan.
Secara keseluruhan, penulis berpandangan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap istri di Banjarnegara memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga penting untuk memberikan perhatian serius kepada korban, terutama dalam hal pemberdayaan mereka. Pemberdayaan ini meliputi akses kepada pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian korban, sehingga mereka tidak merasa terjebak dalam lingkaran kekerasan karena ketergantungan finansial.
Selain itu, perubahan norma sosial yang masih mendukung patriarki dan menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar perlu dilakukan. Hal ini harus dilakukan melalui penyuluhan, pendidikan masyarakat, dan penguatan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan cara ini, kita bisa mengubah pandangan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran serius yang harus dihentikan.[footnoteRef:107] [107:  UN Women. (2022). Gender Equality: Women's Rights in Review 25 Years After Beijing. Diakses dari https://www.unwomen.go.id] 

5. Tantangan dari Perspektif Korban
a. Ketakutan dan Tekanan Psikologis
Dalam melihat tantangan yang dihadapi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam penerapan restorative justice (RJ), ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Amelia Feriska, S.H., anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Banjarnegara, tantangan utama yang sering dihadapi oleh korban adalah ketakutan dan tekanan psikologis yang mereka alami.[footnoteRef:108] [108:  Wawancara Dengan Brigadir Amelia Feriska, S.H] 

Pengaruh keluarga besar dan tokoh masyarakat kerap menjadi faktor dominan dalam penanganan kasus KDRT. Menurut Brigadir Amelia Feriska, S.H dari Unit PPA Polres Banjarnegara, banyak kasus yang tidak dipaparkan secara resmi karena korban didorong untuk berdamai demi menjaga nama baik keluarga.
Namun, sebagaimana dibahas dalam bab II, pendekatan kekeluaargaan yang berlandaskan norma patriarki justru beresiko mengabaikan kondisi psikologis korban dan melemahkan upaya perlindungan. Prespektif feminis menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan korban sebagai bagian dari perubahan struktural sosial.
Selain ketakutan terhadap pelaku, korban juga sering kali menghadapi tekanan sosial yang berasal dari masyarakat atau keluarga. Di beberapa wilayah, norma sosial yang berlaku menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah di dalam rumah tangga, sehingga melaporkan kekerasan terhadap suami dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau memalukan. Tekanan ini sering datang dari keluarga, masyarakat, bahkan kelompok agama yang menganggap perceraian atau tindakan melawan suami sebagai tindakan yang salah. Kondisi ini membuat korban merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan karena khawatir akan kehilangan dukungan sosial atau dicap sebagai perempuan yang tidak mampu menjalankan peran tradisionalnya sebagai istri.[footnoteRef:109] [109:  Sudarmi, L. (2019). Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Feminisme dan Relasi Kuasa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.] 

Ketergantungan finansial juga menjadi faktor yang memperburuk tekanan psikologis korban. Banyak perempuan yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai, sehingga mereka merasa tidak memiliki pilihan selain tetap tinggal dalam hubungan yang penuh kekerasan. Ketergantungan ini membuat korban merasa tidak bisa melarikan diri dari situasi yang berbahaya karena khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau keluarga mereka. Dalam konteks restorative justice, jika mediasi dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor ini, korban bisa merasa terpaksa untuk menerima solusi yang merugikan mereka karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertahan dalam hubungan tersebut demi kestabilan finansial.
Terakhir, ketidakpastian mengenai keamanan jangka panjang setelah mediasi juga menjadi masalah besar bagi korban. Meskipun mediasi bisa menghasilkan kesepakatan damai antara korban dan pelaku, banyak korban yang merasa tidak yakin apakah perubahan yang dijanjikan oleh pelaku akan benar-benar terjadi atau tidak. Kekhawatiran ini sering kali menyebabkan korban merasa tidak ada jaminan perlindungan yang dapat diandalkan setelah proses mediasi selesai. Tanpa adanya sistem perlindungan yang jelas dan berkelanjutan, korban bisa merasa tidak aman dan terus hidup dalam ketakutan, yang justru memperburuk keadaan psikologis mereka.[footnoteRef:110] [110:  Wawancara dengan Brigadir Amelia Feriska, S. H	] 

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan dari perspektif korban dalam penerapan restorative justice sangat besar. Ketakutan, tekanan sosial, ketergantungan finansial, dan ketidakpastian mengenai hasil mediasi semuanya berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi korban dalam mengikuti jalur penyelesaian melalui mediasi.[footnoteRef:111] Oleh karena itu, pendekatan restorative justice dalam kasus KDRT harus memperhatikan kondisi psikologis korban dan menyediakan mekanisme perlindungan yang jelas untuk memastikan bahwa proses mediasi tidak membebani korban lebih lanjut dan memberikan mereka kesempatan untuk pulih secara menyeluruh. [111:  Suartini, Maslihati. Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak, Binamulia Hukum,Vol 12 No 1, 2023, hlm 164.] 

Berdasarkan analisis tantangan dari perspektif korban dalam penerapan restorative justice, penulis berpandangan bahwa upaya mediasi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memperhatikan kondisi psikologis korban. Ketakutan, tekanan sosial, dan ketergantungan finansial yang dialami korban menunjukkan betapa rentannya posisi mereka dalam proses mediasi, sehingga diperlukan langkah-langkah perlindungan yang komprehensif untuk memastikan keadilan dan keamanan bagi korban. Pendekatan restorative justice tidak boleh menjadi alat yang justru memperburuk situasi korban. Sebaliknya, pendekatan ini harus menjadi sarana untuk memberdayakan korban dan memulihkan rasa aman mereka. Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa penerapan restorative justice harus mencakup mekanisme pendampingan korban oleh psikolog, konselor, atau lembaga yang berkompeten, sehingga korban memiliki ruang untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan mereka tanpa tekanan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan dalam mediasi benar-benar mencerminkan keinginan korban, bukan hasil dari tekanan sosial atau ekonomi yang mereka alami.
Lebih jauh lagi, dalam kasus KDRT, aspek keamanan jangka panjang korban harus menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaku setelah proses mediasi selesai untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi tindakan kekerasan. Sistem perlindungan korban yang berkelanjutan, seperti akses ke rumah aman atau program pemberdayaan ekonomi, juga harus disediakan untuk membantu korban mendapatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan mereka pada pelaku.
Secara keseluruhan, penulis berpandangan bahwa penerapan restorative justice dalam kasus KDRT memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada resolusi konflik, tetapi juga pada pemulihan korban dan perlindungan hak-hak mereka. Tanpa pendekatan yang holistik, restorative justice berisiko menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar permasalahan, bahkan dapat memperburuk kondisi korban.
Dinamika sosial di Banjarnegara memiliki dampak besar terhadap bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ditangani, khususnya dalam konteks penerapan restorative justice. Lingkungan sosial yang kuat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan norma tradisional sering kali membentuk sikap masyarakat terhadap korban dan proses penyelesaian konflik. Dua aspek penting yang menonjol adalah pengaruh lingkungan dan komunitas lokal serta stigma sosial terhadap korban.[footnoteRef:112] [112:  Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.] 

Pengaruh keluarga besar dan tokoh masyarakat sering kali mendominasi dalam penanganan kasus KDRT. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Amelia Feriska, S.H., anggota Unit PPA Polres Banjarnegara, banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan secara formal karena keluarga atau tokoh masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Mereka mendorong korban untuk berdamai dengan pelaku, dengan alasan menjaga nama baik keluarga dan mencegah konflik semakin meluas. Dalam masyarakat yang memprioritaskan harmoni keluarga, pendekatan ini sering dianggap sebagai jalan terbaik. Namun, dalam praktiknya, perdamaian yang dipaksakan ini sering kali mengabaikan kebutuhan dan kondisi psikologis korban. Korban bisa saja merasa tertekan untuk menerima mediasi, meskipun mereka membutuhkan perlindungan yang lebih konkret daripada sekadar kesepakatan damai.[footnoteRef:113] [113:  Komnas Perempuan. (2023). Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.] 

Selain pengaruh komunitas, korban juga menghadapi stigma sosial yang melekat dalam masyarakat. Ketika korban mencoba mengungkap kekerasan yang mereka alami atau menolak penyelesaian secara kekeluargaan, mereka sering kali dianggap mempermalukan keluarga atau tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga. Pandangan ini membuat banyak korban merasa tertekan untuk tetap diam atau menerima situasi tanpa perlawanan. Stigma ini terutama berat bagi perempuan, yang sering kali dibebani tanggung jawab atas keberlangsungan rumah tangga, meskipun mereka adalah pihak yang dirugikan dalam kasus KDRT. Akibatnya, korban menjadi enggan melaporkan kasus mereka atau memilih jalur hukum formal, karena khawatir kehilangan dukungan dari keluarga dan lingkungan.[footnoteRef:114] [114:  Hasiholan M.Sagala, Delvia dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 8 No 3, 2024, hlm 5360] 

Stigma ini juga berlaku bagi korban yang memilih untuk membawa kasusnya ke pengadilan. Dalam masyarakat yang cenderung mengedepankan perdamaian, langkah hukum formal sering dipandang sebagai tindakan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal. Hal ini dapat membuat korban merasa semakin terisolasi dan kurang mendapat dukungan dari orang-orang terdekat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dan budaya dapat memperburuk keadaan korban, membuat mereka merasa tidak berdaya, dan memperlambat upaya penyelesaian konflik secara adil.[footnoteRef:115] [115:  Wawancara dengan Brigadir Amelia Feriska, S. H ] 

Dari dinamika ini terlihat bahwa korban KDRT di Banjarnegara menghadapi tantangan ganda: kekerasan dari pelaku dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Situasi ini menunjukan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam penanganan kasus KDRT. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai  hak-hak korban dan pentingnya mendukung mereka tanpa prasangka. Penyuluhan dan edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat, keluarga besar, dan komunitas lokal sangat penting untuk mengurangi tekanan terhadap korban.
Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, pendekatan berbasis masyarakat yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi korban. Dengan demikian, korban tidak hanya mendapatkan dukungan dalam proses pemulihan tetapi juga memiliki keberanian untuk menentukan langkah terbaik demi masa depan mereka.[footnoteRef:116] [116:  Nilan, P. et al. (2011). Negotiating Respect: Local Masculinities and Sexual Violence in Indonesia. Critical Asian Studies, 43(4), 587–608.] 

Dalam menganalisis penerapan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Banjarnegara, kita harus memperhatikan beberapa aspek penting yang mencakup tantangan, peluang, dan peran berbagai pihak dalam proses ini. Proses restorative justice diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih manusiawi dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya pemulihan. Dalam hal ini, pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dan bukan hanya fokus pada hukuman bagi pelaku.[footnoteRef:117] [117:  Wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto, S.H Pada tanggal 04 September 2024 ] 

Namun, tantangan terbesar dalam penerapan restorative justice adalah budaya patriarki serta rendahnya kesadaran hukum. Terkadang, masyarakat masih menganggap masalah ini sebagai urusan pribadi yang tidak seharusnya dicampuri pihak luar," ujar Bripka Joko.[footnoteRef:118] [118:  Suprapto, Yusriyadi. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Tantangan. Yogyakarta: Thafa Media, 2021, hlm. 112] 

Lebih lanjut, beliau juga mengungkapkan bahwa salah satu kesulitan dalam menerapkan pendekatan ini adalah perlunya kesiapan dari kedua belah pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku. "Restorative justice memerlukan adanya partisipasi aktif dari pelaku dan korban. Seringkali, korban masih merasa takut atau malu untuk berbicara tentang pengalaman mereka, sementara pelaku cenderung menyangkal perbuatannya," tambah Bripka Joko. Dalam konteks ini, peran konseling dan pendampingan sangat penting untuk membantu korban merasa aman dan didukung, sehingga mereka bisa lebih terbuka dalam proses mediasi.[footnoteRef:119] [119:  Wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto, S.H Pada tanggal 04 September 2024 ] 

Tantangan lain yang dihadapi adalah minimnya dukungan dari masyarakat terhadap konsep restorative justice. Di Banjarnegara, KDRT seringkali dipandang sebagai masalah pribadi yang seharusnya diselesaikan dalam lingkup keluarga, bukan masalah hukum yang harus mendapat perhatian lebih. Bripka Joko menambahkan, "Untuk itu, penting sekali bagi aparat kepolisian dan lembaga terkait untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan pemahaman bahwa kekerasan adalah pelanggaran hukum. "Pendekatan ini membutuhkan perubahan paradigma sosial yang tidak hanya mengedepankan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberi kesempatan untuk perbaikan perilaku dan pemulihan hubungan.[footnoteRef:120] [120:  Handayani, Lilik. “Paradigma Masyarakat terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Jawa Tengah.” Jurnal Sosiologi Reflektif , Vol. 16 No. 1 2022, hlm 45–60.] 

Dalam konteks pemberdayaan korban, restorative justice menawarkan potensi besar untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk sembuh dan memperbaiki kehidupannya. Pemberdayaan korban bukan hanya melalui pendampingan hukum, tetapi juga melalui konseling psikologis dan rehabilitasi
Peluang dalam penerapan restorative justice adalah bahwa dengan melibatkan kedua belah pihak dalam proses penyelesaian, pelaku bisa diberi kesempatan untuk merefleksikan tindakan mereka dan memperbaiki diri. Ini diharapkan dapat mengurangi potensi kekerasan yang berulang di masa depan. Bripka Joko menyarankan bahwa selain mediasi antara korban dan pelaku, juga perlu dilakukan program-program pembinaan bagi pelaku kekerasan agar mereka memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan bisa berkomitmen untuk tidak mengulanginya. "Mediasi yang melibatkan korban dan pelaku bisa membuka ruang bagi keduanya untuk saling memahami dan berkomunikasi, namun pembinaan pelaku harus berkelanjutan agar perubahan perilaku benar-benar terjadi," jelasnya.
Perubahan persepsi ini tidak bisa dicapai secara instan, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga media lokal untuk menyuarakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang wajar atau harus ditutup-tutupi.[footnoteRef:121] [121:  Dini Hanifah, “Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Komunitas Pedesaan,” Jurnal Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 7 No. 2 2021, hlm 142] 

Namun, penerapan restorative justice di Banjarnegara memerlukan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Tanpa adanya dukungan yang komprehensif, terutama dalam bentuk edukasi dan perubahan pola pikir masyarakat, proses ini bisa terhambat. Bripka Joko menekankan bahwa "Kepolisian tidak bisa bekerja sendirian dalam menangani KDRT. Kita perlu kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga sosial, psikolog, dan organisasi masyarakat, agar pendekatan ini bisa berjalan efektif."[footnoteRef:122] [122:  Wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto, S. H ] 

Secara keseluruhan, meskipun tantangan dalam penerapan restorative justice cukup besar, dengan kerja sama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait, pendekatan ini memiliki potensi untuk memberikan hasil yang lebih konstruktif dan berkelanjutan dalam penanganan kasus KDRT di Banjarnegara. Keberhasilan penerapan restorative justice akan tergantung pada kesiapan semua pihak untuk berubah dan beradaptasi dengan pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian konflik rumah tangga.
D. [bookmark: _Toc208211536][bookmark: _Toc208272863][bookmark: _Toc210110680][bookmark: _Toc219183661]Analisis Prespektif Hukum Islam Terhadap Restorative Justice Dalam Kasus KDRT
1. Dasar – Dasar Hukum Islam Terkait KDRT
Dalam Islam, keluarga merupakan institusi penting yang harus dijaga keharmonisannya. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai perlakuan adil dalam keluarga, larangan kekerasan, dan pentingnya kemaslahatan untuk melindungi korban KDRT. Berikut adalah penjelasan mendalam dari masing-masing aspek:
a. Aspek keadilan (Al’adl)
Hukum islam sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Setiap individu, baik suami, istri, maupun anak, berhak atas perlindungan dan penghormatan. KDRT mengabaikan prinsip keadilan ini, karena menindas pihak yang lebih lemah.[footnoteRef:123] [123:  S. A. Rahman, Islamic Law: An Introduction to the Foundations of Islamic Law, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 2001), hlm. 148.] 

Dalam konteks rumah tangga, suami diharuskan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dengan cara yang adil. KDRT jelas bertentangan dengan prinsip ini, karena kekerasan adalah bentuk ketidakadilan yang menindas dan merendahkan martabat seseorang. 
b. Aspek Kasih Sayang dan Saling Menghormati
Islam mengajarkan bahwa hubungan suami dan istri harus didasarkan dengan kasih sayang dan saling menghormati. KDRT jelas bertentangan dengan prinsip ini karena kekerasan tidak pernah bisa menjadi bentuk kasih sayang.[footnoteRef:124] [124:  N. L. Bodh, Islamic Family Law and the Rights of Women, (New Delhi: Oxford University Press, 2004), hlm. 63.] 

c. Aspek Perlindungan terhadap Wanita
Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, terutama dalam rumah tangga. Suami diwajibkan untuk memerlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan tidak boleh melakukan kekerasan. Dalam banyak ayat dan hadis, islam menekankan agar wanita tidak diperlakukan dengan kasar atau merendahkan.[footnoteRef:125] [125:  R. K. Mohamad, Women in Islamic Law: Rights and Obligations, (Singapore: Cambridge University Press, 2006), hlm. 112.] 

d. Aspek Akhlak dan Moral
Keluarga dalam islam adalah tempat dimana anggota keluarga saling mendukung dan mendidik satu sama lain. Kekerasan dalam rumah tangga merusak keharmonisan keluarga dan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak-anak, yang seharusnya dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan kedamaian.[footnoteRef:126] [126:  A. N. N. Karim, The Islamic Family and Social Structure, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 2010), hlm. 201.] 

e. Aspek Hukum Pidana
Islam memberi perhatian kepada perlindungan korban kekerasan. Jika kekerasan dalam rumah tangga terjadi, hukum islam memberikan sanksi bagi pelaku, meskipun lebih menekankan pada pemulihan hubungan keluarga. Namun, dalam kondisi tertentu, pihak berwajib bisa ikut campr untuk melindungi korban.[footnoteRef:127] [127:  M. H. Shahnawaz, Islamic Penal Code: Theory and Practice, (Lahore: International Law Review, 2007), hlm. 255] 

2. Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Penyelesaian Kasus KDRT melalui Islah (Restorative Justice)
Sirah Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dipandang sebagai persoalan privat yang dapat ditoleransi, melainkan sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diselesaikan dengan cara yang memulihkan dan melindungi korban. Hal ini tercermin dalam kasus Habibah binti Sahl , istri dari Tsabit bin Qais bin Syammas, yang mengadukan kepada Rasulullah SAW mengenai perlakuan kasar yang dialaminya dari suaminya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Tsabit pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Habibah hingga meninggalkan penderitaan, sehingga Habibah meminta penyelesaian kepada Rasulullah SAW. Dalam menyikapi kasus tersebut Rasulullah SAW tidak menempuh pendekatan retributive berupa hukuman fisik terhadap pelaku, tetapi memilih jalan Islah (perdamaian yang berkeadilan) dengan memberikan opsi Khulu’ yaitu perceraian atas pengembalian mahar pada suami.[footnoteRef:128] [128:  Ibn  Majah, Sunan Ibn Majah, Kitab al-Talaq  Bab al-Khul, no. 2036
] 

Pendekatan yang diambil Rasulullah SAW ini mengandung prinsip utama restorative justice, karena berorientasi pada pemulihan korban dan penghentian kekerasan, bukan semata-mata pada pembalasan terhadap pelaku. Dengan memberikan ruang khulu’, Rasulullah SAW memastikan bahwa Habibah memperoleh perlindungan hukum, kebebasan dari relasi rumah tangga yang penuh kekerasan, serta pemulihan martabat sebagai perempuan. Di sisi lain, penyelesaian tersebut juga menghindarkan konflik berkepanjangan dan potensi kekerasan lanjutan, sehingga tercapai ketertiban sosial dan keadilan substantif. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian dalam Islam tidak dimaksudkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga secara formal semata, melainkan untuk menjamin kemaslahatan dan keselamatan pihak yang dirugikan.[footnoteRef:129] [129:  Wahbah az-Zuḥailī, Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jilid 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 527] 

Lebih jauh, sirah ini menegaskan bahwa konsep perdamaian dalam Islam memiliki batas normatif yang jelas, yakni tidak boleh melanggengkan kekerasan dan relasi kuasa yang timpang dalam keluarga. Rasulullah SAW tidak memerintahkan Habibah untuk bersabar atau kembali kepada suaminya tanpa jaminan perubahan perilaku, melainkan membuka jalan keluar yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, praktik islah yang dicontohkan Rasulullah SAW sejalan dengan tujuan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), perlindungan martabat manusia (ḥifẓ al-‘irḍ), dan perlindungan keluarga (ḥifẓ al-nasl). 
3. Konsep Keadilan Dalam Islam 
Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam yang mencakup keadilan dalam hubungan antara suami dan istri. Allah SWT memerintahkan suami untuk memperlakukan istri dengan baik, sebagaimana disebutkan dalam:
QS. An-Nahl (16): 90	
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan permusuhan, dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”
Ayat ini menunjukkan pentingnya memperlakukan istri dengan kasih sayang dan penghormatan, bahkan dalam situasi sulit. Islam menetapkan suami sebagai pemimpin keluarga (qawwam), namun kepemimpinan ini harus dilaksanakan dengan adil, penuh kasih sayang, dan tidak menyakiti. Pemimpin keluarga tidak dibenarkan menggunakan otoritasnya untuk berbuat zalim kepada istri atau anak-anaknya.[footnoteRef:130] [130:  Al-Mawardi, Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, Penerbit Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, Hal. 92.] 

4. Larangan Kekerasan Dalam Islam
Islam melarang segala bentuk kekerasan, termasuk dalam hubungan suami-istri. Kekerasan fisik dan psikis bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kelembutan dan kasih sayang.
a. Hadits tentang larangan memukul istri
Rasulullah SAW bersabda:
لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ 
"Janganlah kalian memukul istri-istri kalian seperti memukul seorang budak, kemudian di akhir hari kalian ingin tidur bersama mereka."
(HR. Bukhari, Muslim).[footnoteRef:131] [131:  Shahih Bukhari, Kitab al-Nikah, No. 5204; Shahih Muslim, Kitab al-Hajj, No. 2855.] 


Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan bahwa memukul istri bukanlah perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW secara tegas menyatakan bahwa perilaku kasar seperti itu tidak mencerminkan akhlak seorang Muslim yang baik. Hadits ini secara tegas melarang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, karena perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kelembutan dan kasih sayang.
b. Hadits tentang akhlak terbaik terhadap istri
Rasulullah SAW bersabda:
خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku."
(HR. Tirmidzi).[footnoteRef:132] [132:  Jami' At-Tirmidzi, Kitab al-Manaqib, No. 3895; Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Jilid 10, Hal. 450] 

	Hadits ini menekankan bahwa kemuliaan seseorang dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan istrinya dengan baik.
c. Haramnya kezaliman dalam Al-Qur'an
Allah SWT berfirman:
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيمٌ
"Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan) hanyalah terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak." (QS. Asy-Syura: 42).[footnoteRef:133]  [133:  Tafsir al-Qurtubi, Jilid 16, Penerbit Dar al-Kutub al-Misriyyah, Hal. 89.] 


Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kezaliman yang diharamkan dalam Islam, karena merugikan hak dan martabat korban.Kekerasan dalam keluarga tidak hanya melukai fisik tetapi juga psikis korban. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tindakan kekerasan harus dihentikan, dan pelaku diajak untuk bertobat serta memperbaiki perilakunya.
5. Keselarasan Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Hukum Islam
a. Prinsip Islah (Perdamaian)
Prinsip islah (perdamaian) merupakan salah satu nilai utama dalam hukum Islam untuk menyelesaikan konflik secara damai. Islam mengajarkan bahwa ketika terjadi perselisihan, upaya mendamaikan kedua pihak lebih utama daripada menghukum secara represif, selama hak-hak pihak yang dirugikan tetap terlindungi. Hal ini tercermin dalam Shulh, yaitu sebuah bentuk kesepakatan damai yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.[footnoteRef:134] [134:  Muhammad Abduh, Tafsir Al- Manar, Vol 4, (Beirut: Dar Al-Ma’arif, 1993), hlm 213.] 

Firman Allah dalam Al-Qur'an:
وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓاۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
"Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya melampaui batas terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang melampaui batas itu hingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat [49]: 9).

Ayat ini menunjukkan bahwa upaya perdamaian menjadi prioritas utama, bahkan dalam situasi konflik yang berat. Dalam konteks kasus KDRT, prinsip islah mendorong proses dialog dan mediasi untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan tetap menjunjung tinggi keadilan bagi korban. 
Dalam kasus KDRT, islah memungkinkan adanya ruang dialog antara pelaku dan korban dengan tujuan mencegah eskalasi konflik, menyembuhkan hubungan keluarga, dan memastikan perlindungan terhadap korban. Namun, islah ini harus dilakukan tanpa mengorbankan hak korban atau menormalisasi kekerasan.[footnoteRef:135] [135:  Jaser Auda, Maqashid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach (London: III,2008) hlm 125-127] 

b. Konsep Taubat dan Maaf
Konsep taubat dalam Islam memberikan peluang bagi pelaku untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan memohon ampun kepada Allah serta kepada manusia yang telah dirugikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:
وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْۗ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُۗ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ
Artinya: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui." (QS. Ali Imran [3]: 135).

Taubat ini merupakan proses internal bagi pelaku untuk memperbaiki diri, yang kemudian diperkuat oleh proses rekonsiliasi dengan korban. Dalam kerangka restorative justice, korban juga diberikan ruang untuk memberikan maaf kepada pelaku
Namun, pemberian maaf oleh korban dalam kasus KDRT tidak boleh dipaksakan dan harus didasarkan pada kesadaran korban.[footnoteRef:136] Dalam Islam, pemberian maaf adalah tindakan mulia, tetapi jika korban memilih untuk tidak memaafkan, haknya tetap harus dihormati. Taubat pelaku yang tulus dan kesediaan korban untuk memaafkan dapat membuka jalan bagi pemulihan hubungan yang rusak. [136:  Muhammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Cam bridge Islamic Texts Society, 2003), hlm 307.] 

c. Restorative Justice sebagai Upaya Menjaga Ukhuwaah Keluarga
Dalam hukum Islam, keluarga merupakan institusi yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, perbaikan hubungan dalam keluarga dipandang lebih utama dibandingkan penghukuman yang sifatnya destruktif, selama hak-hak korban tetap dijaga. Firman Allah:
وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ
Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Ayat ini menggambarkan bahwa tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk mencapai ketenteraman dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, upaya pemulihan dalam keluarga harus menciptakan rasa tenteram dan menghindari konfrontasi yang merusak. Ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah dalam keluarga tidak seharusnya melibatkan penghukuman yang destruktif, melainkan mencari solusi yang mengarah pada perdamaian dan pemulihan hubungan.
Pendekatan restorative justice dalam Islam berusaha menjaga ukhuwah keluarga dengan mengedepankan solusi yang bersifat konstruktif dan memulihkan. Rasulullah SAW bersabda:
عنْ أبي أَيُّوبَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ، أنَّ رسولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: لَا يَحِلُّ لمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ
"Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, maka damaikanlah di antara mereka." (HR. Bukhari, No. 6065).[footnoteRef:137]	 [137:  Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Kitab al-Adab,  Shahih al-Bukhari, Hadits No. 6065.] 


Dalam kasus KDRT, menjaga keutuhan keluarga tidak berarti mengabaikan kekerasan yang terjadi, tetapi mengupayakan langkah-langkah yang dapat memulihkan hubungan tanpa mengabaikan perlindungan korban. Misalnya, melalui konseling, pembinaan akhlak, atau mediasi oleh ulama atau tokoh masyarakat yang kompeten. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mencapai kemaslahatan (maqashid syariah), termasuk menjaga jiwa (hifz an-nafs), kehormatan (hifz al-‘ird), dan keturunan (hifz an-nasl).[footnoteRef:138] [138:  Kamali, Mohammad Hashim. (2008). Maqasid al-Shariah Made Simple. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).] 

Dalam prakteknya, restorative justice dalam kasus KDRT bisa diterapkan melalui beberapa langkah, seperti:
a. Konseling: Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara dan memahami masalah secara terbuka.
b. Pembinaan akhlak: Mengajarkan kembali nilai-nilai agama dan moral kepada pihak yang melakukan kekerasan, agar mereka menyadari kesalahan dan berusaha untuk berubah.
c. Mediasi oleh ulama atau tokoh masyarakat: Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menengahi masalah keluarga, memberikan solusi yang adil dan bijak bagi kedua pihak.
Penting untuk diingat bahwa dalam setiap kasus, hak-hak korban tetap dijaga dan tidak ada toleransi terhadap kekerasan fisik atau psikologis.
6. Perlindungan Dan Pemberdayaan Korban Dalam Islam
Islam tidak hanya memandang penting pemulihan hubungan antar individu melalui pendekatan restorative justice, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak korban dan pemberdayaan mereka, terutama perempuan. Dalam konteks ini, Islam menegaskan hak-hak korban untuk dilindungi, dihargai, dan diberikan keadilan yang sesuai dengan syariat.
Islam dengan tegas mengakui dan melindungi hak-hak korban, baik dalam konteks kekerasan rumah tangga (KDRT) maupun bentuk kejahatan lainnya. Hak-hak korban dalam Islam meliputi hak atas rasa aman, kehormatan, dan perlakuan yang adil. Islam menuntut adanya keadilan bagi setiap individu yang telah dirugikan oleh perbuatan orang lain.[footnoteRef:139] [139:  Auda, Jasser. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT)] 

Hal ini mencakup perlindungan fisik dan psikologis dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, Islam juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan korban, yang terkait erat dengan hifz al-‘ird (perlindungan terhadap kehormatan), yang merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (maqashid syariah).
Abdullahi Ahmed An-Na'im, menyatakan bahwa Islam berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kekerasan. An-Na'im menjelaskan bahwa dalam Islam, pemulihan korban tidak hanya dilihat dari segi hukum positif, tetapi juga dari segi moral dan sosial, di mana hak korban untuk mendapatkan rasa aman dan pemulihan dihargai dengan tinggi.[footnoteRef:140] [140:  An- Naim, A. A.  Islamic Law and Human Right. Oxford University Press. 2002] 

Korban kekerasan dalam Islam berhak untuk memperoleh keamanan, perlindungan, dan keadilan dalam segala aspek, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kasus kekerasan rumah tangga, korban berhak untuk mengajukan tuntutan untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Islam sangat menekankan pemberdayaan perempuan sebagai individu yang bermartabat dan memiliki hak setara dengan laki-laki di hadapan Allah. Ini terlihat jelas dalam prinsip-prinsip dasar syariat Islam yang menjamin hak perempuan atas kebebasan, perlindungan, dan keadilan.[footnoteRef:141] [141:  Gender Equity in Islam: Basic Principles. Plainfield: American Trust Publications.] 

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:
وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًاۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌࣖ
Artinya: "Dan perempuan-perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Dan para suami mempunyai satu tingkat kelebihan di atas mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah [2]: 228)	
	
Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam konteks kewajiban dan hak-hak mereka, yang tentu saja termasuk perlindungan dari kekerasan. Dalam konteks kekerasan rumah tangga, Islam tidak membenarkan tindakan yang merendahkan martabat perempuan, baik fisik maupun psikologis. Islam bahkan memerintahkan untuk memperlakukan perempuan dengan baik, memberi mereka kesempatan untuk berkembang secara penuh sesuai dengan potensi mereka.
Menurut Fatimah Al-Mazrui, pemberdayaan perempuan dalam Islam lebih dari sekadar pemberian hak-hak yang setara. Pemberdayaan tersebut mencakup hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial tanpa ada diskriminasi atau kekerasan. Al-Mazrui juga menekankan bahwa perempuan dalam Islam diakui martabatnya dan diberi hak untuk terlibat aktif dalam kehidupan sosial dan keluarga dengan cara yang penuh kehormatan.[footnoteRef:142] [142:  Al- Mazrui, F. The Role Of Islamic Feminism In Empowering Women. Journal Of Islamic Studies, 21(3), 2010, 242-259] 

Dengan menegaskan hak-hak korban, terutama perempuan, dan memberikan ruang bagi pemberdayaan mereka, Islam memberikan model perlindungan yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan martabat setiap individu, yang penting dalam mengatasi masalah kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam konteks perlindungan korban, Islam memberikan perhatian besar terhadap hak-hak individu, terutama hak untuk merasakan rasa aman, kehormatan, dan perlakuan adil. Islam memandang korban kekerasan, khususnya perempuan, sebagai individu yang harus dilindungi dan diberdayakan. Pemberdayaan perempuan dalam Islam tidak hanya terkait dengan pemenuhan hak dasar mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk berperan aktif.
7. Pendekatan Restorative Justice Dalam Islam Terhadap Pelaku
a. Pendidikan Akhlak dan Tarbiyah dalam Restorative Justice
Dalam pendekatan restorative justice dalam Islam, pendidikan akhlak(moral) dan tarbiyah (pendidikan agama) adalah langkah penting untuk memperbaiki perilaku pelaku kekerasan, agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. Proses ini bukan hanya bertujuan untuk memperbaiki hubungan keluarga tetapi juga untuk mendidik pelaku agar bertanggung jawab atas tindakannya melalui bimbingan moral dan spiritual.
Tarbiyah dalam konteks ini mengacu pada pengajaran yang mencakup pembentukan karakter dan moral individu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan akhlak berfungsi untuk mengubah pola pikir dan perilaku pelaku agar lebih bertanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan tuntunan agama.
Dr. Mohammad H. A. Al-Momani menjelaskan bahwa pendekatan restorative dalam Islam menekankan pentingnya pendidikan moral dan spiritual sebagai fondasi untuk mengatasi kekerasan. Dalam konteks kekerasan rumah tangga, pendidikan akhlak bertujuan untuk mengajarkan pelaku tentang pentingnya pengendalian diri dan rasa tanggung jawab dalam menjaga hubungan keluarga, sesuai dengan prinsip Islam yang mengedepankan kasih sayang dan kerukunan.
Dr. Al-Momani menulis, "Islam views moral rehabilitation of the offender not only as a tool for personal growth but also as a means to restore the family harmony and peace, which is in line with the goals of restorative justice". Ini menegaskan bahwa pendidikan moral atau tarbiyah bukan hanya tentang mengubah perilaku individu tetapi juga memperbaiki harmoni dalam keluarga.[footnoteRef:143] [143:  Al- Momani, M. H. A. Islamic Prespective On Restorative Justice. Routledge. 2016. hlm 134] 

b. Tanggung Jawab Pelaku Dalam Restorative Justice
Konsep tanggung jawab pelaku dalam Islam sangat erat kaitannya dengan ajaran tentang akuntabilitas moral dan keadilan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatan buruk yang dilakukan, dan perbaikan tidak hanya dapat dilakukan melalui hukuman, tetapi juga melalui pengakuan kesalahan dan upaya memperbaiki hubungan dengan korban.
Menurut Muhammad al-Ghazali Islam mengajarkan agar setiap pelaku yang melakukan perbuatan salah harus bertanggung jawab, meminta maaf, dan melakukan perbaikan nyata atas kesalahannya. Konsep ini terkait dengan prinsip hukum Islam tentang taubah (pertobatan) dan istighfar (permohonan ampun), di mana pelaku diharapkan untuk menyesali perbuatannya, berkomitmen untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki hubungan dengan orang yang telah dirugikan.
Dalam konteks restorative justice, pelaku diajarkan untuk tidak hanya menerima hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan mereka, tetapi untuk benar-benar memperbaiki kesalahan mereka melalui tindakan nyata. Ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai maqashid syariah atau tujuan syariat Islam yang lebih besar, yakni kemaslahatan umat manusia, yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan keturunan.
 Menurut Al-Ghazali, Pelaku harus menjalani proses pertanggung jawaban tidak hanya kepada hukum tetapi juga kepada korban dan Allah SWT, dengan cara memperbaiki hubungan, meminta maaf, dan mengubah perilaku buruk mereka.[footnoteRef:144] [144:  Al-Ghazali, M. The Ethics of Disagreement. Islamic Institute Press. (1996)] 

Selain itu, M. Cherif Bassiouni menggarisbawahi bahwa dalam Islam, tanggung jawab pelaku melibatkan lebih dari sekedar hukuman; pelaku juga harus aktif terlibat dalam memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan, baik dengan memberi ganti rugi maupun dengan memperbaiki hubungan yang rusak.[footnoteRef:145] [145:  Bassiouni, M. C. Restorative Justice in Islam: A Conceptual Framework. International Journal of Restorative Justice, 7(2), 2014, hlm 102-118.] 

8. Konteks Penegakan Restorative Justice Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia
a. Kesesuaian dengan Maqashid Syariah
Maqasid Al-Syari’ah merupakan tujuan-tujuan utama yang melandasi pembentukan hukum Islam dan berfungsi sebagai kerangka filosofis dalam menilai keadilan suatu aturan atau kebijakan hukum. Menurut Jasser Auda, maqasid syariah harus dijadikan tolok ukur utama dalam mengevaluasi metode dan penerapan hukum Islam, sehingga suatu mekanisme penyelesaian perkara hanya dapat dibenarkan apabila selaras dengan tujuan perlindungan dan kemaslahatan manusia.[footnoteRef:146] [146:  Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 2–3.] 

Jasser Auda menegaskan bahwa maqasid syariah tidak semata-mata berorientasi pada legalitas formal suatu aturan, melainkan pada dampak nyata hukum tersebut terhadap perlindungan manusia dan pencegahan kerusakan. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan, perdamaian, dan penghapusan mudarat sebagaimana prinsip restorative justice dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan tujuan pokok syariat.[footnoteRef:147] [147:  Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy... hlm 23-24] 

Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti korban dan pelaku, serta masyarakat yang terpengaruh. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, RJ dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat dilihat sebagai sebuah metode yang sejalan dengan tujuan utama dari maqashid syariah, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dalam lima aspek fundamental: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut adalah pembahasan rinci mengenai kesesuaiannya dengan maqashid syariah:
1) Perlindungan Agama
Dalam Islam, agama adalah salah satu aspek yang harus dijaga dan dilindungi (hifz al-din). Kekerasan dalam rumah tangga, dalam pandangan Islam, dianggap sebagai tindakan yang merusak keharmonisan hidup keluarga yang merupakan bagian dari ajaran agama. Melalui RJ, pelaku dapat diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, sementara korban dapat diberi dukungan untuk kembali ke kondisi yang sehat secara psikologis dan spiritual. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong pengampunan dan pemulihan moral, yang pada gilirannya dapat menjaga nilai-nilai agama dalam masyarakat.[footnoteRef:148] [148:  Ibrahim, R. "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 37 No 2, 2017, hlm 224] 

2) Perlindungan Jiwa
Salah satu tujuan maqashid syariah adalah melindungi jiwa manusia (hifz al-nafs). KDRT jelas merupakan bentuk ancaman terhadap keselamatan jiwa, baik secara fisik maupun mental. Dalam hal ini, RJ memberikan peluang bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan tanpa harus terjebak dalam proses hukum yang cenderung berfokus pada hukuman. Melalui pendekatan RJ, kedamaian dan keadilan dapat diwujudkan tanpa merusak jiwa pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, pelaku yang bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakannya, meminta maaf, dan melakukan perbaikan diri, dapat menunjukkan perubahan perilaku tanpa menambah trauma bagi korban.[footnoteRef:149] [149:  Huda, M. "Penegakan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perspektif Hukum Islam." Jurnal Al-Qanun. Vol 20, No 1, 2019, hlm 118] 

3) Perlindungan Keluarga
Keluarga adalah inti dari kehidupan sosial dalam Islam, dan peranannya sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan spiritual (hifz al-nasl atau perlindungan keturunan). KDRT merupakan ancaman terhadap keharmonisan keluarga. Pendekatan RJ dapat membantu keluarga untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat kekerasan, dengan memberikan kesempatan untuk dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan perdamaian dan kesatuan keluarga, serta melindungi struktur keluarga dari kerusakan lebih lanjut[footnoteRef:150]. [150:  Azra, A. "Islamic Legal Philosophy and Restorative Justice in Contemporary Indonesia." International Journal of Islamic Law, Vol. 6, No. 3,2018, hlm. 206.] 

4) Perlindungan Kehormatan
Dalam Islam, kehormatan (atau hifz al-‘ird) adalah hak yang harus dilindungi. RJ memberi perhatian pada pemulihan martabat semua pihak yang terlibat, termasuk korban yang mungkin merasa terhina dan dipermalukan. Dengan pendekatan RJ, penyelesaian masalah KDRT dapat dilakukan dengan cara yang menjaga martabat kedua belah pihak. Pelaku memiliki kesempatan untuk bertobat dan melakukan perbaikan, sedangkan korban dapat dipulihkan martabat dan hak-haknya tanpa harus terlibat dalam proses yang memperburuk posisi sosial mereka.[footnoteRef:151] [151:  Masyhuri, M. "Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Kekerasan Rumah Tangga." Jurnal Hukum Indonesia.Vol 5 No 1, 2020, hlm 75] 

5) Perlindungan Harta
Salah satu tujuan hukum Islam adalah melindungi harta (hifz al-mal). Meskipun KDRT tidak langsung berkaitan dengan kerusakan harta benda, dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan dapat mengarah pada kerugian materiil, seperti kerusakan properti atau kehilangan sumber daya ekonomi. Dalam konteks RJ, ada potensi bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang mereka alami, serta mengembalikan stabilitas ekonomi keluarga yang terdampak.[footnoteRef:152] [152:  Masyhuri, M "Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Kekerasan Rumah Tangga. hlm 80-82] 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pendekatan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara normatif memiliki titik temu dengan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa, martabat, dan keberlanjutan kehidupan keluarga. Penekanan maqāṣid sebagai tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan Jasser Auda, memperlihatkan bahwa keadilan dalam Islam tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap aturan, melainkan pada dampak nyata hukum terhadap perlindungan manusia dan pencegahan kerusakan. Dalam konteks ini, RJ dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang secara teoritis selaras dengan maqāṣid apabila benar-benar diarahkan untuk menghilangkan mudarat dan menghadirkan kemaslahatan bagi korban.
Namun demikian, penerapan RJ dalam kasus KDRT tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat maqāṣidiyah yang ketat. Perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga semata, melainkan harus dipahami sebagai upaya menegakkan nilai keadilan, amanah, dan larangan kezaliman dalam relasi keluarga. Oleh karena itu, apabila RJ justru digunakan untuk menekan korban agar memaafkan pelaku demi menjaga citra keluarga atau norma sosial, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.
Dalam aspek perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), RJ hanya dapat dibenarkan secara maqāṣid apabila mampu menjamin keselamatan fisik dan psikologis korban serta mencegah terjadinya kekerasan berulang. Apabila proses RJ dilakukan tanpa asesmen risiko, tanpa pendampingan yang memadai, atau dalam relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, maka pendekatan tersebut berpotensi melanggengkan kekerasan dan justru bertentangan dengan prinsip dar’u al-mafāsid muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ.
Selanjutnya, perlindungan keluarga dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dalam maqāṣid al-syarī‘ah tidak dimaksudkan untuk mempertahankan institusi keluarga yang destruktif, melainkan menciptakan keluarga yang aman dan bermartabat. Dengan demikian, RJ tidak boleh diposisikan sebagai sarana mempertahankan rumah tangga yang sarat kekerasan, melainkan sebagai upaya pemulihan relasi yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat jaminan perubahan perilaku pelaku dan persetujuan bebas dari korban.
Aspek perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird) menuntut agar proses penyelesaian KDRT melalui RJ tidak menambah beban sosial dan psikologis korban. Praktik RJ yang membuka ruang stigmatisasi, menyalahkan korban, atau mengungkap aib secara tidak proporsional jelas bertentangan dengan maqāṣid. Oleh karena itu, mekanisme RJ harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan martabat korban, bukan sekadar penyelesaian konflik formal.
Sementara itu, perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam konteks KDRT menunjukkan bahwa RJ dapat memberikan ruang bagi pemulihan kerugian ekonomi korban, namun tetap harus dikawal agar tidak berubah menjadi kompromi transaksional yang mengabaikan keadilan substantif. Ganti rugi atau kompensasi hanya bernilai maqāṣidiyah apabila tidak menghilangkan hak korban atas rasa aman dan keadilan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian Restorative Justice dengan maqāṣid al-syarī‘ah dalam penanganan KDRT bersifat kondisional dan terbatas. RJ bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen yang sah secara Islam hanya apabila ditempatkan dalam kerangka perlindungan korban, pencegahan kekerasan, dan penghapusan relasi kuasa yang timpang. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka penerapan RJ justru bertentangan dengan tujuan utama syariat.
b. Kendala Penerapan Restorative Justice	
Meskipun restorative justice sangat relevan dengan prinsip-prinsip syariah, penerapannya dalam kasus KDRT di Indonesia menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal integrasi antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kendala-kendalanya adalah sebagai berikut :
1) Perbedaan Prinsip antara Hukum Islam dan Hukum Positif
Sistem hukum positif di Indonesia cenderung berfokus pada penerapan sanksi pidana, terutama dalam kasus KDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku KDRT, yang sering kali berbenturan dengan prinsip RJ yang menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi. Dalam hukum Islam, keadilan tidak hanya berarti hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan. Namun, dalam hukum positif Indonesia, banyak pihak yang menganggap bahwa tindakan kekerasan harus direspons dengan sanksi yang tegas, yang dapat menghalangi penerapan RJ.[footnoteRef:153] [153:  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004] 

2) Stigma Sosial terhadap KDRT
Dalam budaya Indonesia, KDRT sering kali dianggap sebagai masalah yang memalukan dan seharusnya diselesaikan dengan hukuman yang keras. Adanya stigma sosial terhadap KDRT membuat korban dan pelaku enggan untuk mencari solusi berbasis mediasi, apalagi melalui RJ. Hal ini dapat memperburuk situasi bagi korban yang justru membutuhkan dukungan untuk keluar dari situasi kekerasan, serta pelaku yang berpotensi tidak dapat memperbaiki perilaku mereka.
3) Perbedaan dalam Pemahaman Maqashid Syariah
Di Indonesia, terdapat perbedaan dalam memahami tujuan maqashid syariah dalam kaitannya dengan hukum positif. Beberapa pihak mungkin merasa bahwa RJ lebih cocok dengan prinsip pemulihan sosial dan moral dalam maqashid syariah, sementara yang lain menganggap bahwa tujuan keadilan yang lebih menekankan pada hukum pidana lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan keraguan dalam penerapan RJ secara lebih luas dalam kasus KDRT.[footnoteRef:154] [154:  Azra, "Islamic Legal Philosophy and Restorative Justice in Contemporary Indonesia." International Journal of Islamic Law. Vol 6 No 3, 2018, hlm 211] 

9. Rekomendasi Solusi Islami Dalam Penerapan Restorative Justice Untuk Kasus KDRT
a. Optimalisasi Peran Mediator Berbasis Agama
Mediasi atau mediation merupakan inti dari Restorative Justice (RJ), yang berfokus pada penyelesaian konflik melalui perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta masyarakat yang terlibat. Dalam kasus KDRT, pendekatan mediasi ini dapat diperkuat dengan melibatkan mediator yang berbasis agama, terutama tokoh agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam dan pemahaman terhadap prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam syariat. Mediator agama, seperti ustadz atau kyai, memiliki kewibawaan dalam masyarakat dan bisa menjadi penghubung yang efektif antara pelaku dan korban untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat kekerasan dalam rumah tangga.[footnoteRef:155] [155:  Ibrahim, R. "Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam dan Relevansinya di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 37, No. 2, 2017,  hlm. 221-235.] 

Mediator berbasis agama dapat berperan dalam memberikan nasehat kepada pelaku KDRT untuk menyadari kesalahan dan dosa yang telah dilakukan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dalam ajaran Islam, tobat adalah langkah pertama dalam proses pemulihan diri. Dengan mediasi, pelaku dapat didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya, sementara korban diberikan kesempatan untuk memaafkan pelaku apabila memungkinkan, guna memulihkan keharmonisan keluarga.[footnoteRef:156] Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kesabaran, pengampunan, dan kasih sayang dalam menghadapi kesalahan sesama manusia, termasuk dalam keluarga. [156:  Huda, M. "Penegakan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Perspektif Hukum Islam." Jurnal Al-Qanun, Vol. 20, No. 1, 2019,  hlm. 112-125] 

Peran mediator berbasis agama tidak hanya terbatas pada memberikan bimbingan kepada pelaku, tetapi juga membantu korban untuk menyembuhkan trauma yang diakibatkan oleh kekerasan. Mediator agama memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan emosional kepada korban, serta mengurangi stigma sosial yang sering menyertai korban KDRT. Dalam banyak masyarakat, korban KDRT sering merasa terisolasi dan dikucilkan, tetapi dengan dukungan dari mediator berbasis agama, mereka dapat merasa lebih diterima dan diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup mereka tanpa rasa malu.[footnoteRef:157] [157:  Masyhuri, M. "Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia: Studi Kasus Kekerasan Rumah Tangga, hlm 70-85] 

Selain itu, mediator berbasis agama juga dapat menjembatani pihak-pihak yang terlibat agar dapat berdialog dengan hati terbuka. Dialog berbasis agama membantu menciptakan suasana yang lebih damai dan memungkinkan keduanya untuk mencari solusi yang saling menguntungkan tanpa harus mengandalkan hukuman yang lebih merusak. Ini sangat relevan dalam Islam, di mana rekonsiliasi dan perdamaian dalam keluarga sangat ditekankan.[footnoteRef:158]		 [158:  Azra, A. "Islamic Legal Philosophy and Restorative Justice in Contemporary Indonesia." International Journal of Islamic Law, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm 198-210] 

b. Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Lembaga Penegak Hukum
Penerapan nilai-nilai Islam dalam lembaga penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus KDRT, dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih humanis dan berbasis pada nilai keadilan yang mendalam. Salah satu nilai dasar dalam hukum Islam adalah adl (keadilan), yang menuntut agar setiap tindakan diambil dengan penuh keadilan dan keseimbangan. Dalam kasus KDRT, hukum Islam mengajarkan agar pelaku tidak hanya dihukum, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, serta mendukung korban dalam proses pemulihan[footnoteRef:159]. [159:  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004] 

Islam mengajarkan bahwa hukuman bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mengoreksi dan memperbaiki perilaku yang salah. Oleh karena itu, dalam konteks RJ, kebijakan hukum yang mengintegrasikan ajaran Islam akan lebih menekankan pada penyelesaian yang bersifat restoratif, bukan punitif. Pendekatan ini tidak hanya memfokuskan pada pelaku yang dihukum, tetapi juga pada proses pemulihan kedua belah pihak—baik pelaku maupun korban—untuk kembali hidup harmonis dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang lebih mengutamakan pengampunan dan perbaikan daripada pembalasan.[footnoteRef:160] [160:  Al-Qaradawi, Y. Fiqh al-Zakat. Cairo: Dar al-Tawhid,2000, hlm 324-330] 

Selain itu, Islam mengajarkan nilai kasih sayang (rahmah) yang tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks KDRT, pelaku kekerasan dapat diberikan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, di mana mereka dapat menjalani bimbingan spiritual dan psikologis untuk memperbaiki perilaku mereka. Islam memberi ruang bagi individu untuk memperbaiki diri melalui tobat dan introspeksi diri, yang seharusnya bisa menjadi dasar bagi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan Indonesia.[footnoteRef:161] [161:  Sulaiman, S. "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Masalah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Hukum dan Sosial, Vol. 15, No. 2,2018, hlm. 78-85] 

Pengintegrasian nilai-nilai Islam juga bisa diterapkan dengan melibatkan lembaga-lembaga keagamaan yang kompeten dalam proses hukum. Misalnya, pengadilan syariah yang telah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Islam dapat diberdayakan dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan umat Muslim. Penggunaan pendekatan yang berbasis pada ajaran Islam dalam lembaga penegak hukum akan menciptakan sistem yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial Islam, sehingga proses penyelesaian KDRT dapat dilakukan dengan cara yang lebih berperikemanusiaan dan mengutamakan perdamaian serta perbaikan hubungan keluarga.[footnoteRef:162] [162:  Nurul, A. "Restorative Justice: Konsep dan Penerapannya dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Hukum Islam, Vol. 8, No. 4,2016,  hlm. 203-215.] 

Selain itu, mengintegrasikan ajaran Islam dalam kebijakan restorative justice dapat membantu menurunkan angka KDRT di Indonesia, karena nilai-nilai Islam yang menekankan pada kasih sayang dan perdamaian dalam keluarga akan lebih mendorong masyarakat untuk mencari solusi damai sebelum melibatkan aparat hukum. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bermanfaat dalam pemulihan keluarga yang terlibat KDRT, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan.
c. Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus KDRT Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah
Penerapan Restorative Justice (RJ) dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) perlu dianalisis secara kritis dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Hal ini penting karena KDRT bukan sekadar konflik biasa, melainkan tindak pidana yang sering melibatkan relasi kuasa timpang antara pelaku dan korban, terutama terhadap perempuan.
Dalam maqāṣid al-syarī‘ah, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa setiap kebijakan hukum yang justru melanggengkan kerusakan sosial, meskipun dilakukan atas nama perdamaian, bertentangan dengan tujuan syariat.[footnoteRef:163] Oleh karena itu, penerapan RJ dalam kasus KDRT tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus bersifat selektif dan bersyarat. [163:  Al-Syatibi, Al- Muwafaqat fi Usul al-syari’ah Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah) hlm 9-11] 

Secara konseptual, RJ memiliki kesesuaian dengan prinsip ṣulḥ (perdamaian) dalam hukum Islam. Namun, ṣulḥ dalam perspektif fiqh tidak bersifat mutlak. Wahbah al-Zuḥailī menegaskan bahwa perdamaian tidak sah apabila menghilangkan hak pihak yang lemah atau dilakukan dalam kondisi paksaan.[footnoteRef:164] Dalam konteks KDRT, tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, dan budaya patriarki sering kali membuat korban berada pada posisi tidak bebas dalam menyetujui perdamaian. [164:  Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz VI (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 453.] 

[bookmark: _Hlk219182741]Dari sudut pandang maqāṣid al-syarī‘ah, mekanisme RJ dalam kasus KDRT setidaknya harus memenuhi beberapa syarat utama. Pertama, perkara yang dapat diselesaikan melalui RJ hanya terbatas pada KDRT ringan dan tidak berulang. Pendamaian terhadap kekerasan berat atau berulang bertentangan dengan prinsip menutup jalan kerusakan (sadd al-dharā’i‘). Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa kebijakan hukum harus mengikuti kemaslahatan aktual, bukan sekadar prosedur formal.
Kedua, harus terdapat pengakuan kesalahan dan tanggung jawab moral dari pelaku. Dalam perspektif maqāṣid, perdamaian tanpa pengakuan kesalahan hanya akan menguntungkan pelaku dan mengabaikan keadilan korban. Pengakuan kesalahan merupakan syarat penting bagi terwujudnya perbaikan perilaku dan pencegahan kekerasan di masa depan.[footnoteRef:165] [165:  Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 14–16.] 

Ketiga, persetujuan korban harus diberikan secara bebas tanpa tekanan. Abd al-Karīm Zaydān menegaskan bahwa kerelaan (riḍā) merupakan prinsip fundamental dalam setiap kesepakatan.[footnoteRef:166] Oleh karena itu, apabila perdamaian dilakukan karena tekanan keluarga, aparat, atau alasan mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka RJ tersebut bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah. [166: ] 

Keempat, kesepakatan RJ harus berorientasi pada pemulihan nyata (iṣlāḥ), bukan sekadar penghentian perkara. Kesepakatan harus memuat jaminan perlindungan korban dan mekanisme pencegahan kekerasan ulang. Perdamaian yang hanya bersifat simbolik justru berpotensi melanggengkan kekerasan domestik.
Selain itu, maqāṣid al-syarī‘ah juga menuntut adanya pengawasan pasca-perdamaian. Jasser Auda menekankan bahwa maqāṣid harus dipahami secara sistemik dan berorientasi jangka panjang.[footnoteRef:167]Tanpa pengawasan, RJ dalam kasus KDRT berpotensi menjadi alat legitimasi kekerasan terselubung. [167:  Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), hlm. 26–28] 

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT hanya dapat dibenarkan secara maqāṣid al-syarī‘ah apabila benar-benar menjamin perlindungan korban, mencegah kekerasan berulang, dan mewujudkan keadilan substantif. RJ yang mengorbankan keselamatan dan martabat korban demi perdamaian formal bertentangan dengan tujuan hukum Islam.
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap problematika restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri di Polres Banjarnegara, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak di Polres Banjarnegara secara normatif telah memiliki landasan hukum yang jelas, khususnya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan, perdamaian, dan tanggung jawab pelaku. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan restorative justice dalam kasus KDRT masih menghadapi problematika yang cukup kompleks. Salah satu problematika utama adalah kuatnya pengaruh budaya patriarki yang hidup dan berkembang di masyarakat. Budaya patriarki tersebut membentuk konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam rumah tangga, sementara perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang harus patuh, mengalah, dan menjaga keutuhan keluarga dalam kondisi apa pun. Kondisi ini berdampak pada proses penyelesaian perkara, di mana korban kerap didorong untuk menerima perdamaian demi alasan keharmonisan rumah tangga, rasa malu, atau tekanan keluarga dan lingkungan sosial. Akibatnya, kesepakatan restorative justice yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan keadilan substantif bagi korban, bahkan berpotensi mengabaikan kebutuhan pemulihan fisik dan psikologis korban serta jaminan keamanan dari kekerasan yang berulang. Dalam konteks ini, restorative justice berisiko berubah menjadi sarana normalisasi kekerasan apabila tidak disertai pengawasan, perlindungan, dan pendampingan korban secara memadai.
2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Konsep ishlah (perdamaian) dalam hukum Islam sejatinya bukan sekadar upaya mendamaikan para pihak, melainkan bertujuan untuk menghentikan kezaliman, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang lemah dan rentan. Oleh karena itu, restorative justice hanya dapat dianggap sejalan dengan prinsip hukum Islam apabila pelaksanaannya benar-benar menjamin perlindungan hak-hak korban, memastikan adanya tanggung jawab dan perubahan perilaku dari pelaku, serta memberikan kepastian bahwa kekerasan tidak akan terulang di masa mendatang. Perdamaian yang dilakukan di bawah tekanan budaya patriarki, relasi kuasa yang timpang, atau ketergantungan ekonomi korban tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam, karena bertentangan dengan tujuan maqasid al-syari’ah. Dalam konteks KDRT, hukum Islam menekankan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-‘ird), dan keturunan (hifz al-nasl), sehingga setiap bentuk penyelesaian perkara harus memastikan keselamatan dan martabat korban sebagai prioritas utama.	
B. [bookmark: _Toc208211538][bookmark: _Toc208272867][bookmark: _Toc210110684][bookmark: _Toc219183665]Saran
hasil penelitian dan temuan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya dalam konteks penerapan keadilan restorative. Berdasarkan :
1. Bagi aparat penegak hukum, penting adanya peningkatan kapasitas profesional yang berkelanjutan, terutama dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restorative dalam kasus KDRT. Upaya ini tidak cukup hanya melalui pelatihan formal, tetapi juga harus didukung oleh penyusunan pedoman teknis yang operasional dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Pendekatan ini bertujuan agar aparat tidak hanya bekerja secara prosedural, melainkan juga mampu menilai secara bijak konteks sosial dan psikologis korban, sehingga proses penyelesaian perkara benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak melanggengkan ketimpangan.
2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan formulasi regulasi yang lebih detail dan aplikatif mengenai penerapan restorative justice dalam kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama ini, ketiadaan batasan yang tegas berisiko menimbulkan penyalahgunaan atau penyederhanaan masalah yang kompleks. Regulasi idealnya tidak hanya menjelaskan prasyarat dan batas-batas penerapan keadilan restorative, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi korban serta pengawasan terhadap kemungkinan tekanan atau mediasi yang tidak setara. Dengan demikian, hukum berperan sebagai pelindung, bukan sebagai alat kompromi atas kekerasan.
3. Untuk masyarakat dan lembaga sosial, diperlukan penguatan edukasi hukum dan nilai-nilai kesetaraan gender yang menyentuh akar budaya dan keagamaan masyarakat. Kesadaran kolektif mengenai pentingnya melindungi korban KDRT harus ditanamkan melalui pendekatan yang kontekstual, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil. Perubahan pola pikir masyarakat mengenai peran dan posisi perempuan dalam keluarga menjadi kunci utama dalam mencegah normalisasi kekerasan dan mendorong penyelesaian yang berkeadilan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait efektivitas penerapan keadilan restorative dalam penanganan kasus KDRT di berbagai daerah, khususnya di wilayah dengan latar belakang sosial-keagamaan yang berbeda. Penelitian komparatif terhadap sistem hukum lain, termasuk pendekatan dalam hukum Islam, dapat memperkaya perspektif dan membantu merumuskan model keadilan restoratif yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai keadilan substantif, bukan sekedar penyelesaian damai yang formalistik.
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Lampiran 1
Surat izin riset dari fakultas
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Lampiran 2
Pedoman Wawancara

Pertanyaan Umum :
1. Bagaimana gambaran umum penanganan kasus KDRT di Polres Banjarnegara?
2. Faktor apa saja yang paling sering menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah Banjarnegara?
3. Bagaimana penerapan restorative justice dalam kasus KDRT di Polres Banjarnegara?
4. Apa saja batasan atau kriteria kasus KDRT yang dapat diselesaikan dengan restorative justice?
5. Apa tantangan atau kendala dalam penerapan restorative justice pada kasus KDRT?
6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait dampak budaya patriarki dan kondisi ekonomi dalam kasus KDRT?
7. Upaya apa yang dilakukan kepolisian agar korban tetap terlindungi dalam proses restorative justice?
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya penerapan restorative justice agar tidak merugikan korban?
Lampiran 3
Hasil wawancara
Wawancara dengan Brigadir Amelia Feriska, S.H.
(Anggota Unit PPA Polres Banjarnegara)	
Tanggal: 28 Agustus 2024

	Pertanyaan
	Jawaban

	Bagaimana gambaran kasus KDRT di Polres Banjarnegara?
	Jumlah kasus KDRT meningkat setiap tahun. Tahun 2021 ada 56 kasus, tahun 2022 naik menjadi 59 kasus, dan tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 81 kasus.

	Faktor utama penyebab KDRT?
	Faktor ekonomi, terutama saat pandemi, karena banyak kepala keluarga kehilangan pekerjaan. Tekanan ini dilampiaskan dengan kekerasan terhadap istri.


	Faktor lain yang memicu KDRT?
	Budaya patriarki masih sangat kuat. Banyak suami merasa memiliki kuasa penuh sehingga tindakannya dianggap wajar. Selain itu, ketergantungan finansial istri membuat korban enggan melapor.

	Dampak bagi korban?
	Banyak korban yang mengalami luka fisik dan trauma psikis, tetapi tidak berani menempuh jalur hukum karena takut kehilangan nafkah dan tekanan sosial.


Wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto, S. H
( Kepala Unit PPA Polres Banjarnegara)	
Tanggal: 28 Agustus 2024

	Pertanyaan	
	Jawaban

	Apakah semua kasus KDRT bisa diselesaikan dengan restorative justice?
	Tidak semua. Hanya kasus ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun, misalnya penghinaan verbal atau kekerasan fisik ringan tanpa luka serius.

	Kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan restorative justice?
	Jika ada luka berat, kekerasan seksual, atau korban anak, maka wajib diproses jalur hukum formal, bukan mediasi.

	Apa tantangan penerapannya?
	Sulit menentukan tingkat keseriusan kasus, karena sering bersifat subjektif. Selain itu, korban kerap ditekan untuk menerima mediasi meski sebenarnya ingin proses hukum.

	Bagaimana mencegah pelaku menyalahgunakan restorative justice?
	Jika pelaku mengulangi perbuatannya, maka langsung diproses secara formal. Restorative justice tidak boleh jadi celah untuk lolos dari hukuman.

	Peran pendamping korban?	
	Sangat penting. Pendamping dari LBH atau P2TP2A membantu memastikan hak korban tidak diabaikan.

	Prinsip utama penerapan restorative justice?
	Keselamatan korban harus jadi prioritas. Selain itu, edukasi hukum bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar mediasi tidak merugikan pihak yang lemah.


Dokumentasi

Pintu Masuk ke Ruang penyidik kanit 4 PPA
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Foto setelah wawancara dengan Bripka Joko Ari Susanto, S.H
dan Brigadir Amelia Feriska, S.H
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